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PEDOMAN TRANSLITERASI
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
  alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
  ba b be
  ta t te
  sa ṡ es (dengan titik di atas)
  jim j je
  ha ḥ ha (dengan titk dibawah)
  kha kh ka dan ha
  dal d de
  zal ż zet (dengan titik di atas)
  ra r er
  zai z zet
  sin s es
  syin sy es dan ye
  sad ṣ es (dengan titik dibawah)
  dad ḍ de (dengan titik dibawah)
  ta ṭ te (dengan titik dibawah)
  za ẓ zet (dengan titk dibawah)
x  ‘ain ‘ apostrof terbalik
  gain g ge
  fa f ef
  qaf q qi
  kaf k ka
  lam l el
  mim m em
  nun n en
  wau w we
  ha h ha
  hamzah , apostof
  ya y ye
Hamzah ( ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan
tanda ( ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 a fatḥah a a
xi
 a Kasrah i i
 a ḍammah u u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 䈸 fatḥahdan yā’ ai a dan i
 ㈠ ㌮ fatḥah dan wau au a dan u
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
Harkat dan
Huruf
Nama Huruf dan
Tanda
Nama
  ...    香... fatḥahdan alifatauyā’ a
a dan garis di
atas
  kasrah danyā’ i i dan garis diatas
   ḍammahdan wau u u dan garis diatas
4. Tā’ Marbūṭah
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya
adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun
transliterasinya adalah [h].
xii
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h).
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Jika huruf  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah( asr),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i).
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
 香(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia
berupa alif.
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak
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lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an(dari
al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus
ditransliterasi secara utuh.
9. Lafẓ al-Jalālah ( )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah.
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah
ditransliterasi dengan huruf [t].
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan
huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun
dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
xiv
Abstrak
Nama : Dwi Juliana
Nim : 10100114008
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha Pedagang Gula
Merah Dan Implikasinya Bagi Pedagang Lokal Di Desa Tugondeng
Kec. Herlang Kab. Bulukumba
Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan
Usaha Pedagang Gula Merah dan Implikasinya Bagi Pedagang Lokal di Desa
Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba. di desa ini terjadi persaingan usaha
yang tidak sehat. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya pedagang lokal yang
mengalami kerugian yang diakibatkan oleh ulah pedagang gula merah dari luar
yang masuk ke Desa Tugondeng dan menggambil pelanggang pedagang lokal.
Pokok masalah penelitian adalah: 1) bentuk persaingan usaha di Desa Tugondeng
Kec. Herlang Kab. Bulukumba; 2) bentuk persaingan usaha di tinjau dari sudut
hukum Islam; 3) implikasi persaingan usaha pedagang gula merah terhadap
pedagang lokal.
Jenis penelitian adalah penelitian Field research kualitatif deskriftif
dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar’i, yuridis formal/normatif,
dan sosiologis. Data diperoleh dari para informasi, yaitu: Para pedagang lokal.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi
dan penelusuran berbagai literatur atau referensi terkait.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya persaingan usaha yang tidak
sehat diakibatkan 1) adanya pedagang gula merah dari luar yang masuk ke wilayah Desa
Tugondeng Kec. Herlang Kab Bulukumba dan mengambi pelanggang pedagang lokal; 2)
pedagang gula merah dari luar melakukan menimbunan barang untuk mendapatkan
keuntungan yang lebih besar ;3) pedagang gula merah dari luar menggunakan cara riba.
Bentuk persaingan usaha yang terjadi di Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab.
Bulukumba yaitu yang Pertama persaingan usaha dalam bentuk penyediaan modal,
Kedua persaingan usaha dalam bentuk penyediaan barang, Ketiga persaingan usaha
dalam bentuk pemasaran. Persaingan usaha yang terjadi di Desa Tugondeng jika di
tinjau dari sudut hukum Islam yaitu: Pertama Talaqqi rukban atau talaqqi-jalab
yaitu suatu tindakan yang biasa dilakukan penduduk Madinah yaitu petani
membawa denganhasil panen ke kota kemudian penduduk kota datang membeli
barang menentukan harga yang mereka tetapkan sendiri, Kedua menimbun barang
untuk menaikkan harga, Ketiga menggunakan sistem monopoli, Keempat
menggunakan cara riba.
Implikasi persaingan usaha gula merah terhadap pedagang lokal yaitu:
adanya ketimpangan antara pedagang lokal dengan pedagang gula merah dari luar,
pedagang lokal mengalami kerugian, dan silaturahmi antara pedagang lokal dan
pedagang gula merah dari luar tidak terjalin dengan baik.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sejak pertengahan tahun 1997 Indonesia telah mengalami krisis ekonomi
yang berkepanjangan serta mencapai puncaknya pada tahun 1998 yang kemudia
diperburuk dengan kondisi perekonomian dunia yang semakin menurun. Faktor-
faktor tersebut telah menjadi alasan pemicu reformasi dan restrukturisasi dalam
berbagai hal yang akhirnya turut mempengaruhi hidup negara. Salah satu faktor
yang mempengaruhi terjadinyanya krisis ekonomi adalah, bahwa pemerintah
Indonesia hingga pada waktu itu belum memiliki kebijakan persaingan usaha yang
jelas.1
Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir pada waktu itu beberapa pelaku
usaha banyak atau bahkan acapkali melakukan perbuatan yang secara jelas
bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pada saat yang sama
pelaku usaha juga tidak pernah diperkenalkan dengan budaya persaingan usaha
yang sehat, padahal persaingan itu sendiri secara alamiah melekat pada dunia
usaha. Disamping faktor krisis ekonomi yang melanda Indonesia, maka dalam
waktu singkat pemerintah juga dipaksa untuk melakukan berbagai deregulasi
peraturan perekonomian untuk menyelesaikan masalah ekonomi dalam negeri.2
Terjadinya persaingan usaha yang sehat antara perbuatan menopoli
merupakan gambaran telah terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi yang dikontrol
1L. Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha: Berdasarkan Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999 (Surabaya: Laros, 2008), h. 3.
2L. Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha: Berdasarkan Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999, h. 3.
2oleh beberapa pihak saja. Konsentrasi pemusatan kekuatan ekonomi oleh
beberapa pelaku usaha memberikan pengaruh buruk pada kepentingan umum dan
masyarakat. Hal ini disebabkan karena konsentrasi pemusatan kekuatan ekonomi
secara lansung akan berakibat pada pasar serta keinginan untuk bersaing. Akibat
selanjutnya adalah bahwa kontrol terhadap pasar dan harga oleh beberapa pelaku
usaha dalam jangka panjang dapat membatasi keinginan pelaku usaha lain untuk
masuk ke pasar, karena mereka tidak mendapat kesempatan berusaha yang sama.
Akibatnya pada masyarakat, mereka telah kehilangan kesempatan untuk membeli
produk dengan harga bersaing serta terbatasnya akses pilihan untuk mendapatkan
barang dan jasa dengan kualitas terbaik, pasokan yang terbatas serta pilihan yang
kurang beragam.3
Salah satu esensi penting bagi terselenggaranya pasar bebas tersebut
adalah persaingan para pelaku pasar dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
Dalam hal ini persaingan usaha merupakan sebuah proses di mana para pelaku
usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-
pilihan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah. Persaingan hanya bila ada
dua pelaku usaha atau lebih yang menawarkan produk dan jasa kepada para
pelanggan dalam sebuah pasar. Untuk merebut hati konsumen, para pelaku usaha
berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga,
kualitas dan pelayanan.4
3L. Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha: Berdasarkan Undang-Undang
RI No. 5 Tahun 1999, h. 4.
4Andi Fahmi Lubis, dkk, Hukum Antara Teks dan Konteks Persaingan Usaha (Jakarta:
ROV Creative Media, 2009), h. 2.
3Kombinasi ketiga faktor tersebut untuk memenangkan persaingan merebut
hati para konsumen dapat diperoleh melalui inovasi, penerapan teknologi yang
tepat, serta kemampuan manajerial untuk mengarahkan sumber daya perusahaan
dalam memenangkan persaingan. Jika tidak, pelaku usaha akan tersingkir secara
alami dari arena pasar.
Sementara itu para ekonom dan praktisi hukum persaingan sepakat bahwa
umumnya persaingan menguntungkan bagi masyarakat. Pembuat kebijakan
persaingan pada berbagai jenjang pemerintahan perlu memiliki pemahaman
yangjelas mengenai keuntungan persaingan, tindakan apa saja yang dapat
membatasi maupun mendorong persaingan dan bagaimana kebijakan yang mereka
terapkan dapat berpengaruh terhadap proses persaingan. Pemahaman ini akan
membantu pembuat kebijakan untuk bisa mengevaluasi dengan lebih baik apakah
kebijakan tertentu, misalnya dalam hukum persaingan usaha atau perdagangan
menciptakan suatu manfaat luas bagi rakyat.5
Penerapan prinsip persaingan dalam perekonomian sangat penting karena
perannya yang sentral dalam mendorong efisiensi dan produktivitas. Dalam situasi
perekonomian yang menerapkan prinsip persaingan, terdapat banyak perusahaan
dalam setiap industri. Perusahaan-perusahaan ini harus berproduksi secara efisien
(dengan biaya minimum) untuk bisa bertahan dan mereka yang tidak efisien harus
keluar dari pasar. Perusahaan juga harus aktif melakukan inovasi produk maupun
metode produksi agar bertahan menghadapi persaingan. Pada gilirannya, tingkat
harga yang terbentuk di pasarpun semakin mencerminkan biaya minimum
5Andi Fahmi Lubis, dkk, Hukum Antara Teks dan Konteks Persaingan Usaha, h. 3.
4sehingga semakin dapat terjangkau oleh masyarakat dalam perekonomian.
Dimensi sosial prinsip persaingan ini mendorong peningkatan kesejahteraan
masyarakat lewat pembentukan harga yang lebih rendah dan peningkatan daya
beli konsumen.6
Studi kepustakaan mencatat hubungan positif yang riil antara
meningkatnya persaingan usaha dan pertumbuhan ekonomi, produktivitas,
investasi dan kenaikan tingkat hidup rata-rata. Sayangnya, data empiris terkait
hubungan antara perkembangan persaingan usaha dengan pertumbuhan ekonomi
belum banyak tersedia karena kebanyakan negara (berkembang) baru mempunyai
peraturan persaingan usaha pada tahun 1990-an dan mayoritas Negara-negara
tersebut menerapkan prinsip persaingan usaha bersama dengan berbagai
perubahan kebijakan yang signifikan seperti privatisasi, deregulasi dan liberalisasi
perdagangan.
Karena itu, sulit untuk menyakinkan publik bahwa prinsip persaingan
usaha mutlak diperlukan tanpa memisahkannya dengan efek kebijakan lain seperti
disebutkan di atas. Selain itu, hadirnya kelompok-kelompok yang berkepentingan
memproteksi sektor-sektor ataupun perusahaan tertentu dalam sektor-sektor
seperti pertanian, utilitas publik dan UKM) ikut menjadi faktor yang
menyebabkan tidak populernya prinsip persaingan usaha dalam kebijakan
ekonomi suatu negara.7
6Yoses Rizal Damuri, dkk, Peta jalan Pengarusutamaan Persaiangan Usaha: Kebijakan
Ekonomi yang Mengintegrasikan Prinsip Persaingan (Yogyakarta, PT Kanisius, 2016), h. 16.
7Yoses Rizal Damuri, dkk, Peta jalan Pengarusutamaan Persaiangan Usaha: Kebijakan
Ekonomi yang Mengintegrasikan Prinsip Persaingan, h. 17.
5Selain itu, kebijakan persaingan usaha yang menekankan pentingnya
eksistensi persaingan antara para pelaku pasar bagi pembentukan tingkat harga
yang efisien dan mendorong inovasi selalu dibentrokkan dengan peran pemerintah
dalam penentuan harga. Seringkali, pemerintahan di suatu negara menganggap
kebijakan persaingan usaha merestriksi peran pemerintah sehingga cenderung
tidak menempatkan prinsip persaingan usaha sebagai salah satu pilar fundamental
untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.
Sebenarnya, peran regulasi atau pemerintah maupun penerapan prinsip
persaingan tidak bertentangan. Keduanya bahkan memilik tujuan yang sama yakni
efisiensi, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip persaingan bukan
mempermasalahkan struktur dan ukuran pasar. Peningkatan konsentrasi industri
akibat merger tidak selalu berarti buruk bagi persaingan. Demikian pula, tidak
semua monopoli selalu berarti tidak efisien. Dalam beberapa kasus seperti
monopoli natural ataupun merger dan akuisisi, justru dibutuhkan peraturan.8
Setiap pelaku usaha di Indonesia seharusnya menciptakan situasi
persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya
pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha-usaha tertentu dan tetap
menghormati berbagai perjanjian-perjanjian internasional yang berhubungan
dengan perdagangan internasional seperti kesepakatan World Trade Organization
8Yoses Rizal Damuri, dkk, Peta jalan Pengarusutamaan Persaiangan Usaha: Kebijakan
Ekonomi yang Mengintegrasikan Prinsip Persaingan, h. 17.
6(WTO) yang memang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang RI No. 7 Tahun
1994.9
Pada prinsipnya, dunia usaha dan bisnis berupaya untuk memperoleh
keuntungan (profit) yang sebesar-besarnya dan itu merupakan prilaku yang wajar,
sepanjang perilaku itu tidak menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat. Tentu kita tidak menghendaki terulangnya kembali usaha yang
monopolistik dan tidak sehat, sebagaimana terjadi di masa orde baru. Oleh karena
itu, pelaku usaha perlu menyadari dan memahami Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Menopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Apalagi Undang-Undang antimonopoli ini tidaklah anti terhadap pelaku usaha
pasar.10
Tanpa terasa implementasi Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Menopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah berjalan 17
tahun yakni sejak terbentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada
tahun 2000 dengan peran menjalankan amanat Undang-Undang dan mengawal
pelaksanaan penegakan hukum prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
Dibentuk Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Menopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat menjadi instrument penting
mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat sebagaimana telah
dikemukakan. Apalagi Undang-Undang tentang Larangan Praktek Menopoli dan
Persainagn Usaha Tidak Sehat dapat dikatakan bersifat lengkap, dalam artian
9Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada,
2012), h. 10-11.
10Asmah, Hukum Persaingan Usaha: “Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia” (Cet. I;
Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2012), h. 3.
7menyediakan peraturan-peraturan yang substansial tentang persaingan usaha,
seperti praktik-praktik monopoli, penetapan harga, diskriminasi harga, kartel, trust,
dan investigasi vertikal.
Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut, dituntut untuk mencermati
dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh
dan berkembang, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta
terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok
tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan.
Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dapat dilakukan oleh pelaku
usaha apabila mengutamakan tiga aspek, antara lain: predictabilities (prediksi),
fairness (keadilan) dan efisiensi. Aspek tersebut juga sangan sejalan dengan UU
RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Menopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat yang dimaksudkan karena menegakkan aturan hukum dan
memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya
untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.11
Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Menopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bersama
dengan Legislatif (DPR) mengharapkan Undang-Undang ini dapat memberikan
suatu jaminan dan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan
pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta
sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945, maka
11Asmah, Hukum Persaingan Usaha: “Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia”, h. 4.
8menjadi pilihan tepatlah pembentukan KPPU sebagai lembaga independen yang
terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, berwenang melakukan
pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa
tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah pengadilan.12
Secara umum, materi dari Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Menopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung
sembilan pengaturan, diantaranya
1. Ketentuan Umum (Pasal 1),
2. Asas dan Tujuan (Pasal 2-3),
3. Perjanjian yang dilarang (Pasal 4-16),
4. Kegiatan yang dilarang (Pasal 17-24),
5. Posisi Dominan (Pasal 25-27),
6. Merger dan Akuisisi (Pasal 28-29),
7. KPPU (Pasal 30-37),
8. Tata cara Penegakan Hukum (Pasal 38-49),
9. Pengecualian. (Pasal 50-51). 13
Amanah dan tujuan dibentuknya peraturan tentang anti monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat adalah untuk memperhatikan keseimbangan dalam
usaha, antara pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga
kepentingan umum dan melindungi konsumen menumbuhkan iklim usaha yang
kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin
kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek-
12Asmah, Hukum Persaingan Usaha: “Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia”, h. 5.
13Asmah, Hukum Persaingan Usaha: “Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia”, h. 5.
9praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku
usaha, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam
rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya
meningkatkan kesejahteraan rakyat.14
Kehadiran KPPU sebagai bentuk amanah dari Undang-Undang RI No. 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Menopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat menandakan lahirnya rezim ekonomi yang baru yang jauh berbeda dengan
20 tahun sebelumnya. Sebagian besar pengamat yang mengamati ekonomi
Indonesia pada tahun sebelum lahirnya UU RI No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Menopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau sebelum
revolusi Mei tahun 1998 akan berpendapat bahwa ekonomi yang dikendalikan
oleh Negara hanya untuk pembangunan yang tidak merata.
Pemerintahan pada saat itu hanya memberi perlindungan bagi perusahaan
atau kelompok tertentu dalam menciptakan lapangan kerja, desain dengan
pembangunan yang berorientasi pertumbuhan inilah yang melahirkan banyak
pelaku usaha yang berorientasi pada keuntungan dengan menghalalkan segala cara,
karena tidak tersentuh oleh hukum karena menganggap mendapatkan
perlindungan dari pemerintah sehingga tercipta persaingan yang tidak sehat bagi
kalangan pengusaha.15
Persaingan usaha adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan roda
perekonomian suatu negara. Persaingan usaha (persaingan) dapat mempengaruhi
kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang
14Asmah, Hukum Persaingan Usaha: “Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia”, h. 5-6.
15Asmah, Hukum Persaingan Usaha: “Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia”, h. 6.
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kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum,
kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya.
Para ekonom mengatakan bahwa persaingan dalam mekanisme pasar akan
memacu pelaku usaha berinovasi untuk menghasilkan produk yang bervariatif
dengan harga bersaing dan akan dapat menguntungkan produsen maupun
konsumen. Persaingan diharapkan menempatkan alokasi sumber daya yang sesuai
dengan peruntukannya dengan efisien serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Persaingan ditentukan oleh kebijakan persaingan (competition policy).
Undang-undang persaingan usaha di berbagai negara umumnya berfokus pada
kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat (consumer welfare). Kebutuhan akan
adanya suatu kebijakan dan undang-undang persaingan usaha menjadi faktor
menentukan jalannya proses persaingan. Hukum persaingan kerap menyatakan
bahwa proses persaingan adalah fokus penting dibandingkan dengan perlindungan
terhadap pelaku usahanya.16
Salah satu aspek kehidupan yang banyak menyedot perhatian duani
sekarang ini adalah persoalan ekonomi, khususnya masalah bisnis atau
perdagangan.17 Masalah bisnis ini menarik perhatian para ahli khususnya para ahli
ekonomi, diseluruh dunia karena adanya kecenderungan dunia internasional untuk
menciptakan perdagangan bebas melalui pasar global.18
16Andi Fahmi Lubis, dkk, Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks (Ed. II; Jakarta: Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), h. 24.
17M. Dawan Raharjo, Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam (Bandung,
Mizan, 1991), h. 11.
18Warren J. Keegen, Management Pemasaran Global, Terj. Alex Hastin (Jakarta:
Prehalindo, 1996), h. 246.
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Islam memandang kehidupan sebagai salah satu kesatuan yang utuh dan
juga memamndang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari kehidupan masyarakat. Masing-masing individu saling melengkapi dalam
tatanan sosial Islam. Karena itulah secara faktual, secara faktual, ajaran Islam
yang dibawa Nabi Muhammad saw mempunyai kunikan sendiri, bukan saja
bersifat komprehensif tetapi juga bersifat universal. Komprehensif berarti
mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun sosial. Keuniversalan akan
tampak jelas terutama dalam bidang muamalah, karena muamalah mempunyai
cakupan luas dan fleksibel.19
Dalam bidang ekonomi, Islam menempatkan kepentingan pribadi dan
kepentingan umu sebagai tujuan, dan menjadikan keadilan ekonomi, jaminan
sosial dan kemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem
ekonominya. Penerapan prinsip-prinsip Islam secara utuh dan lengkap dalam
kegiatan ekonomi berdasarkan pada landasan-landasan yang sesuai dengan ajaran
Islam. Landasan-landasan tersebut berasal dari al-Qur’an dan hadits Nabi
Muhammad saw, ataupun dari hasil ijtihad para ahli hukum Islam.
Aspek ekonomi sangat penting peranannya dalam meningkatkan
kehidupan kesejahteraan hidup manusia. Seiring dengan perkembangan waktu dan
pertumbuhan masyarakat serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi, maka terjadilah perubahan terhadap pola kehidupan bermasyrakat tidak
terkecuali dalam bidang ekonomi yang termasuk di dalamnya tenatng bisnis.
19A. Darussalam, Etika Bisnis dalam Perspektif Hadis (Cet. I; Makassar:Alauddin
University Press, 2011), h. 12.
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Bisnis merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan
kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, Islam memberikan petunjuk-petunjuk yang
komprehensif tentang bisnis mulai dari bagaimana memperoduksi barang sampai
kepada bagaimana mengatur pertukaran barang denagn baik. Dalam Islam, justru
penukaran barang inilah yang banyak menjadi perhatian utama kajian bisnis
Islam.20
Menghubungkan antara bisnis dan agama seringkali dianggap tabu baik
oleh kalangan bisnis sendiri maupun kalangan pegiat agama. Bagi sebagian
kalangan pegiat agama, bisnis dinilai sebagai ranah yang penuh dosa, sedangkan
agama adalah ranah yang suci. Mencampurkan keduanya dianggap
mempertaruhkan kesucian agama. Bagi sebagian kalangan bisnis, agama adalah
utopia: prinsipnya baik dan benar tetapi tidak realistik paling tidak untuk situasi
konkret saat ini. Anggapan semacam itu sama sekali tidak menolong para pebisnis
yang juga penghayat agama. Seringkali mereka harus hidup dalam dua dunia yang
terasa bertentangan. Ketika menjalankan bisnis mereka harus meninggalkan atau
mengesampingkan keyakinan agama, dan ketika menjalankan ibadah mereka
harus melupakan atau menyesalkan bisnis mereka tanpa pernah bisa
meninggalkannya.21
Pandangan dualistik seperti tersebut di atas memang bukan satu-satuny
yang mengemuka dalam hal hubungan bisnis dan agama. Belakangan juga cukup
populer pandangan yang justru sebaliknya. Bisnis dan agama dianggap bisa
20A. Darussalam, Etika Bisnis dalam Perspektif Hadis, h. 13.
21Yahya Wijaya dan Nina Mariani Noor, Etika Ekonomi dan Bisnis: Perspektif Agama-
Agama di Indonesia (Yogyakarta: ICRS, 2014),10.
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dipasangkan secara kompatibel dan menguntungkan bagi keduanya. Lembaga dan
acara keagamaan menjadi lebih menarik dan lebih berkembang ketika dikelola
secara bisnis. Lihat saja sekolah-sekolah dan rumah sakit- rumah sakit berbasis
keagamaan yang sekarang cenderung menjadi seperti korporasi dengan sistem
manajemen dan harga produk yang mengikuti prinsip pasar. Sebaliknya, bisnis
juga menjadi lebih bervariasi ketika simbol-simbol dan bahasa keagamaan
digunakan, khususnya untuk menyasar segmen pasar komunitas religius tertentu.
Pandangan semacam ini mengandung resiko serius. Salah satunya adalah
menganggap agama sekadar sebagai komoditas yang dapat dijualbelikan sama
seperti produk manufaktur dan jasa. Selain itu, bisnis dianggap sekadar sebagai
teknik yang bebas nilai.22
Terdapat usaha gula merah merupakan salah satu bahan pemanis makanan.
Ada banyak jenis makanan di Indonesia yang menggunakan gula merah sebagai
salah satu bahan yang tidak bisa digantikan dengan bahan pemanis lainnya
dikarenakan aroma dan rasa manis yang dihasilkan akan berbeda jika tidak
memakai gula merah. Jumlah pemakaian gula merah yang meningkat membuat
gula merah laris manis di pasaran, hanya saja laris dan manisnya gula merah di
pasaran tak semanis kehidupan para distributor lokal di desa Tugondeng kec.
Herlang kab. Bulukumba, keberadaan pedagang-pedagang dari luar menjadi
tantangan tersendiri bagi para pedagang lokal gula merah di Desa Tugondeng.
Persaingan usaha antara pedagang gula merah dari luar di Desa
Tugondeng kec. Herlang kab. Bulukumba dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah
22Yahya Wijaya dan Nina Mariani Noor, Etika Ekonomi dan Bisnis: Perspektif Agama-
Agama di Indonesia, h. 11.
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satu permasalahan yang paling banyak dan paling umum dialami oleh pedagang
lokal di Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba adalah banyaknya
pedagang gula merah dari luar yang mengambil pelanggang pedangang lokal
karena pedagang dari luar menawarkan harga gula merah jauh lebih tinggi dari
harga yang ditawarkan pedagang lokal di Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab.
Bulukumba, hal ini tentu saja mengakibatkan kondisi dimana para pembuat gula
merah lebih memilih menjual gula merah yang mereka buat kepada para pedagang
gula merah dari luar dan tidak memberikan gula merahnya lagi kepada pedagang
lokal. Sementara para pengerajin gula merah masih memiliki utang kepada
pedagang lokal.
Persaingan usaha sangat menghargai efesiensi dan efektivitas dari pelaku
usaha, karena pelaku usaha yang dapat melakukan hal tersebut maka dapat
dikatakan ialah pemenang dalam persaingan tersebut. Persaingan memberi
imbalan kepada penemuan-penemuan produk baru dan terobosan-terobosan yang
terkait dengan penurunan biaya, pemanfaatan kombinasi bahan produksi baru,
penciptaan jalur-jalur distribusi yang lebih baik, dan pembukaan pasar baru
dimana keuntungan yang dihasilkan dilihat dari sudut pandang ekonomi nasional
mempunyai fungsi sinyal tertentu.23
Dampak negatif dari persaingan adalah persaingan memerlukan biaya-
biaya lebih dan kesulitan-kesulitan tertentu yang tidak ada dalam sistem monopoli,
persaingan menimbulkan lebih banyak pengorbanan dengan keuntungan yang
lebih rendah dibanding gengan monopoli, maka dari itu banyak pelaku usaha yang
23Knud Hansen, Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Jakarta: Katalis, 2002), h.7.
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ingin meniadakan adanya persaingan karena dengan menghilangkan persaingan
memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih
besar. Dampak negatif dari persaingan tersebut yang memunculkan urgensi
adanya hukum yang dapat mengatur perilaku pelaku usaha yang tidak
menginginkan adanya persaingan.24
Munculnya Undang-Undang RI No.5 Tahun 1999 tentang larangan
praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat didasari kesepakatan
yang dibuat pemerintah Indonesia dengan IMF, dimana dalam kesepakatan itu
disyaratkan Indonesia membuat peraturan yan melindungi pelaku usaha dari
persaingan tidak sehat, walaupun jauh sebelum itu banyak pihak yang
menginginkan peraturan itu terbentuk.
Tujuan utama dari Undang-Undang persaingan usaha Indonesia adalah,
seperti yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang RI no.5 Tahun 1999 tentang
Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:
1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efesiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat,
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan
usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan usaha
yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil,
3. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang
ditimbulkan oleh pelaku usaha,
24Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),
h. 4.
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4. Terciptanya efektivitas dan efisielensi dalam kegiatan usaha.
Persaingan usaha yang tidak sehat masih saja, banyak terjadi pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan para pelaku usaha di Indonesia. Salah satu contohnya
adalah pada permasalahan penjualan gula merah terhadap tinggi rendahnya harga
dimana pengelolaan gula merah ini dapat meningkatkan kesejahteraan pengrajin
pembuat gula merah dan tidak merugikan masyarakat sebagai produsen tetapi
yang dirugikan disini adalah distributor (pedagang lokal) yang ada di Desa
Tugondeng.25
Fakta inilah yang mendorong Peneliti untuk mengetahui secara lebih lanjut
untuk mengkaji dan meneliti permasalahan ekonomi yang berhubungan dengan
persaingan usaha karena masalah ini memerlukan tinjauan khusus dalam
penetapan hukumnya melalui proposal penelitian yang hasilnya akan dijadikan
sebuah karya ilmiah yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Persaingan Usaha pedagang Gula Merah dan Implikasinya Bagi Pedagang
Lokal di Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba”.
B. Fokus Penilitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Desa Tugondeng Kec. Herlang
kab. Bulukumba. Peniliti akan meninjau bagaimana persaingan usaha pedagang
gula merah dan implikasinya bagi pedagang lokal di Desa Tugondeng ditinjau
dari sudut hukum Islam.
25 Republik Indonesia, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, bab II pasal 3.
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2. Deskripsi Fokus
Demi menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami
penelitian ini, maka peneliti akan memaparkan pengertian beberapa variabel yang
dianggap penting antara lain:
a. Persaingan usaha yaitu perseteruan pelaku usaha yang secara
independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan
harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula.26
Sedangakan persaingan usaha yang dimaksud peneliti adalah
perseteruan persaingan usaha antara pedagang gula merah dari luar
dengan pedagang ‘lokal yang ada di Desa Tugondeng.
b. Implikasinya yaitu suatu konsekuensi atau akibat langsung berasal dari
hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.27 Yang dimaksud peneliti disini
adalah dampak yang ditimbulkan dari persaingan usaha pedagang gula
merah yang berasal dari luar terhadap pedagang lokal di Desa
Tugondeng.
c. Pedagang lokal yaitu pedagang antarwilayah didalam satu pulau.28
Yang dimaksud peneliti terhadap pedagang lokal yaitu pedagang gula
merah yang berasal dari wilayah Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab,
Bulukumba.
26M. Ismail Yusanto dan M. Karebat Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islami (Jakarta:
Gema Insani Press, 2002), h. 92.
27 https://satujam.com/pengertian-implikasi/ di akses pada tanggal 5 Agustus 2017, pukul
11.14 WITA.
7 http://syifawidabudiyaningrum.blogspot.com/2016/01/pengertian-dan-jenisperdagangan 28
html di akses pada tanggal 28 Januari 2016, pukul 05.30 WITA.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka Penulis
merumukan pokok masalah yaitu “Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pedagang Gula Merah dan Implikasinya Bagi Pedagang Lokal Di Desa
Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba”. Agar permasalahan yang dibahas
lebih fokus, maka dalam Penelitian ini Peneliti merumuskan beberapa sub
masalah yang sesuai dengan judul diatas, yaitu:
1. Bagaimana Bentuk Persaingan Usaha di Desa Tugondeng Kec. Herlang
Kab. Bulukumba?
2. Bagaimana Bentuk Persaingan Usaha Pedagang Gula Merah Ditinjau Dari
Sudut Hukum Islam?
3. Bagaimana Implikasi Persaingan Usaha Pedagang Gula Merah Terhadap
Pedagang Lokal?
D. Kajian Pustaka
Dalam penyusunan karya ilmiah dibutuhkan referensi atau rujukan yang
mempunyai relevansi dalam pembahasan yang akan diteliti, sebelum melakukan
penelitian, Peneliti telah mengkaji dan menelah berbagai literatur yang berkenaan
dengan judul skripsi ini, diantaranya:
Pertama, M. Yusanto Ismail dalam bukunya “Mengagas Bisnis Islami”,
2002. Dalam buku ini membahas seputar pengertian persaingan usaha yaitu
perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha
mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas
barang atau jasa yang baik pula. serta ada beberapa unsur yang harus dicermati
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dalam persaingan usaha yaitu pihak-pihak yang bersaing, segi cara bersaing dan
objek (barang atau jasa) yang dipersaingkan.
Kedua, S.N. Naqvi dalam bukunya “Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu
Sintesis Islami”, 2000. Dalam buku ini membahas etika bisnis dalam Islam
menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang menyangkut sistem kehidupan
individu dan instusi masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis,
dimana selalu mengikuti aturan yang ditetapkan Islam. Adapun prinsip dasar etika
bisnis dalam Islam yaitu kesatuan, keseimbangan, kebebasan berkehendak,
tanggung jawab dan kebenaran.
Ketiga, Philip Kotler dan A.B. Susanto dalam bukunya “Manajemen
Pemasaran di Indonesia”, 2008. Dalam buku ini membahas seputar teori
penetapan harga terkait pengertian harga serta tujuan penentuan harga yaitu
perusahaan harus memutuskan apa yang ingin dicapainya dari harga produk
tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian baru yang belum pernah diteliti oleh
peneliti sebelumnya, sehingga dari kajian pustaka yang tersedia penulis belum
menemukan kajian pustaka yang secara khusus membahas penelitian tentang
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha Pedagang Gula Merah Dan
Implikasinya Bagi Pedagang Lokal Di Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab.
Bulukumba. Namun, secara umum beberapa kajian pustaka yang berkaitan
dengan hukum Islam dan persaingan usaha sangat berguna bagi peneliti sebagai
bahan referensi dalam penelitian ini. Berbagai sumber kajian pustaka menjadi
salah satu sumber penting dalam penelitian ini untuk memberi gambaran kepada
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peneliti tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persaingan gula merah,
sehingga peneliti dapat mengkaji lebih dalam hal tersebut khususnya di desa
tugondeng.
E. Tujuan Dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui bentuk persaingan usaha di Desa Tugondeng Kec.
Herlang Kab. Bulukumba,
b. Untuk mengetahui bentuk persaingan usaha pedagang gula merah dari
sudut hukum Islam;
c. Untuk mengetahui implikasi persaingan usaha pedagang gula merah
terhadap pedagang lokal
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran baru
bagi perkembangan hukum pada umumnya, dan hukum Islam pada khususnya.
Skripsi ini juga diharapkan dapat memperbanyak khazanah keilmuan terkait
dengan persaingan usaha.
b. Kegunaan Praktis
1) Dapat memberikan informasi mengenai persaingan usaha,
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2) Dapat menambah referensi atas ilmu yang telah ada, memperluas
wawasan dan memberikan informasi yang baru bagi pihak-pihak
yang berkepentingan.
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Pengertian Persaingan Usaha  
Persaingan atau competation dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, 
dimana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing, mencari 
keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada masa tertentu menjadi 
pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan 
cara menarik perhatian atau dengan mempertajam prasangka yang ada tanpa 
menggunakan ancaman atau kekerasan.
1
   
Usaha adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling 
menguntungkan atau memberikan manfaat. Usaha berlangsung karena adanya 
kebergantungan antara individu, adanya peluang internasional, usaha untuk 
mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya.
2
   
Persaingan usaha adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai 
literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Persaingan 
berasal dari bahasa inggris yaitu Competition yang artinya persaingan itu sendiri 
atau kegiatan bersaing, pertandingan dan kompetisi. Persaingan adalah ketika 
organisasi atau perseorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan 
seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei atau sumber daya yang 
dibutuhkan. Jadi, persaingan usaha adalah perseteruan pelaku usaha yang secara 
                                                             
1
John Lewis Gilin dan John Philip Gilin, Seperti yang dikutip Soerjono Soekanto, 
Sosiologi: Suatu Pengantar (Cet. 3; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 91. 
2
Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis dalam Islam (Sidoarjo, Kencana Prenada Media Group, 
2012), h. 3. 
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independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang 
baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula. 
Dalam kamus manajemen persaingan usaha terdiri dari: 
a. Persaingan sehat (healthy competition) adalah persaingan antara 
perusahaan-perusahan atau pelaku usaha yang diyakini tidak akan 
menuruti atau melakukan tindakan yang tidak layak dan cenderung 
mengedepankan etika-etika bisnis, 
b. Persaingan gorek leher (cut throat competition). Persaingan ini 
merupakan bentuk persaingan yang tidak sehat, dimana terjadi 
perebutan pasar antara beberapa pihak yang melakukan usaha yang 
mengarah pada menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan, 
sehingga salah satu tersingkir dari pasar dan salah satunya menjual 
barang di bawah harga yang berlaku di pasar. 
Sedangkan hukum Islam dari produk pemikiran hukum meliputi empat 
aspek yaitu:  
a. Produk Pemikiran Fikih  
Produk pemikiran fikih adalah hasil dari produk hukum pertama dari 
materi formulasi hukum Islam melalui kitab fikih. Kitab fikih pada 
awalnya hasil atau  kumpulandari ceramah atau fatwa ulama yang 
kemudian dihimpun dalam satu buku atau beberapa buku. Isi dari 
kumpulan fatwa tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, 
khususnya bagi kehidupan umat Islam. Kitab fikih yang dimaksudkan 
adalah buku yang membahas berbagai persoalan hukum Islam seperti 
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ibadah, muamalah, pidana, peradilan, jihad, perang dan damai 
berdasarkan hasil ijtihad ulama fikih dalam memahami al-qur’an dan 
hadis yang dikaitkan dengan realitas yang ada dengan menggunakan 
berbagai metode ijtihad.
3
   
b. Produk Pemikiran Fatwa Ulama  
Fatwa menurut bahasa berarti jawaban, keputusan, pendapat yang 
diberikan oleh mufti tentang suatu masalah nasihat orang alim, 
pelajaran baik. Menurut ulama ushul fikih, fatwa berarti pendapat yang 
dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang 
diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya mengikat.
4
  
Pemikiran fatwa ulama yang merupakan hasil dari materi formulasi 
hukum Islam. Fatwa ulam biasanya himbauan dari sekelompok ulama 
dan terkadang merupakan seruan ulama tertentu. Produk ulama fikih 
tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan produk pemikiran fatwa 
ulama, karena fikih merupakan produk hasil ijtihad ulama, dan ulama 
merupakan orang yang ahli dalam ilmu fikih. 
c. Produk Pemikiran Yurisprudensi  
Produk pemikiran yurisprudensi merupakan hasil pemikiran hukum 
dari keputusan pengadilan agama sehingga dijadikan sebagai hasil dari 
materi formulasi hukum Islam yang kemudian melahirkan Kompilasi 
Hukum Islam. Soeharto mengambil prakarsa untuk melahirkan 
                                                             
3
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid II; Cet.V; Jakarta: Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 2001), h. 345.  
4
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, h. 326.  
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Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada tanggal 25 Maret 1985 
Mahkamah Agung dan Mahkama Agama mengeluarkan keputusan dan 
menandatangani bersama di Yogyakarta, yaitu keputusan  Nomor 07/ 
KMA/ 1985 dan Nomor 25 Tahun 1985.
5
 
Penandatanganan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak di depan 
Ketua-ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua-ketua Pengadilan 
Tinggi, dan Ketua-ketua Pengadilan Militer se-Indonesia. Isi dari 
keputusan bersama tersebut adalah proyek “Pengembangan Hukum 
Islam melalui Yurisprudensi.” Itu dinamakan Kompilasi Hukum Islam 
yang dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek. Tugas dari tim 
pelaksana proyek tersebut mengkomplikasikan aturan hukum Islam 
yang diambil dari berbagai sumber dan mencakup seluruh wilayah 
Indonesia.  
d. Produk Pemikiran Undang-Undang  
Pengertian tentang undang-undang meliputi berbagai aspek, baik aspek 
hukum, politik maupun sosial-budaya lainnya. Undang-undang dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: Ketentuan dan  peraturan 
Negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan ekslusif, dan 
sebagainya), ditandatangani oleh kepala Negara (presiden, kepala 
pemerintah, raja dan sebagainya), dan mempunyai kekuatan yang 
mengikat; aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa; 
                                                             
5
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, h. 970.  
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hukum dalam arti patokan bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-
sifat alam. 
Tetapi undang-undang yang dimaksudkan adalah peraturan negara yang 
dibuat oleh pemerintah dalam hal ini menteri, disahakan oleh DPR, dan 
ditandatangani oleh presiden, kemudian dibuatkan peraturan pemerintah dan 
peraturan menteri (Permen). 
Hasil produk pemikiran hukum telah dituangkan dalam undang-undang 
dan peraturan-peraturan lainnya dalam kerangka hukum Islam meliputi undang-
undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan instruksi menteri dan 
lembaga tinggi lainnya. Peraturan-peraturan tersebut meliputi tentang: Peradilan 
Agama; hukum keluarga Islam (Perkawinan, kewarisan, dan perwakafan); ibadah 
sosial ekonomi; pendidikan dan kesehatan Islami ; ekonomi syari’ah / ekonomi 
Islami; dan peraturan lainnya. 
B. Etika Bisnis Islam 
1. Definisi Etika dan Bisnis  
Etika adalah seperangkat prinsip moral yang memungkinkan seseorang 
untuk membedakan antara hal-hal mana yang baik dan mana yang buruk. Istilah 
etika sering dihubungkan dengan moralitas. Moralitas merupakan unsure penting 
dalam setiap perilaku seseorang, tidak aka nada perilaku positif jika tidak ada 
etika yang melandasinya. Etika mempertahankan perilaku agar mengarah kepada 
sikap yang lebih baik.  
Bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang sah 
yang dilakukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Kegiatan bisnis meliputi 
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produksi, distribusi, dan hal lain yang menyangkut penciptaan, penjualan dan 
pemasaran barang dan jasa. Etika bisnis merupakan perangkat penting dalam 
bertransaksi yang sangat dikedepankan dalam Islam demi terciptanya win-win 
bagi pelanggang maupun perusahaan.  
Bisnis dalam al-Qur’an dijelaskan melalui kata tijarah, yang mencakup 
dua makna, yaitu: pertama, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan 
antara manusia dengan Allah. Ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah.  
Landasan hukum mengenai etika dalam bisnis Islam mengacu pada dua sumber 
utama yaitu al-Qur’an dan Sunnah, dua sumber itu merupakan sumber dari segala 
sumber yang ada. Yang membimbing atau mengarahkan semua perilaku individu 
atau kelompok dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam. 
Maka etika bisnis dalam Islam menyangkut norma dan tuntutan atau ajaran yang 
menyangkut sistem kehidupan individu dan atau instusi masyarakat dalam 
menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, dimana selalu mengikuti aturan yang 
selalu ditetapkan dalam Islam. Landasan hukum etika bisnis sebgaimana terdapat 
dalam Firman Allah swt dalam QS an-Nisa/3:29. 
 ٍضاارا ت ناع ًةارااِتِ انوُكات ناأ َّلَِإ ِلِطاابْلِبِ مُكان ْ يا ب مُكالااوْماأ اوُلُكْاتَ الَ اوُنامآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ 
 ْمُكنِّمۚ  ْمُكا ُن اأ اوُل ُ  ْا ت الَا  ۚ  اًميِحار ْمُكِب انااك اَّللَّا َّنِإ [٤:٢٩] 
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu”.6 
                                                             
6
Kementerian Agama,  Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 
107-108.    
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Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada 
transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi 
muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan 
sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, 
memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang 
lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Boleh 
melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan 
asas saling ridha, saling ikhlas.  
Dari sekian banyak tujuan yang ada dalam bisnis, profit memegang 
peranan yang sangat berarti dan banyak dijadikan alasan tunggal di dalam 
memulai bisnis. Seseorang yang melakukan suatu bisnis dapat menghasilkan suatu 
keuntungan jika mengambil resiko, dengan memasuki suatu pasar dan siap 
menghadapi persaingan dengan bisnis-bisnis lainnya. Organisasi bisnis yang 
mengevaluasi kebutuhan dan permintaan konsumen, dan permintaan konsumen, 
kemudian bergerak secara efektif masuk ke dalam suatu pasar, dapat 
menghasilkan keuntungan yang substansial. Adapun kegagalan bisnis sebagian 
besar adalah karena kesalahan atau kekurangan manajemen atas manusia, 
teknologi, bahan baku, dan modal. Perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, 
pengarahan, dan manajemen karyawan efesien menghasilkan keuntungan yang 
memuaskan. Namun demikian selalu efektivitas manajerial, tingkat keuntungan 
bisnis sangatlah tergantung pada besarnya industri, besarnya bisnis dan lokasi 
bisnis.
7
   
                                                             
7
Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis Dalam Islam, h. 4. 
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2. Nilai-Nilai Islam Dalam Bisnis  
Ekonomi Islam secara jelas mengatur hubungan antar manusia (tidak 
terkecuali dalam ber-muamalah), dimana Allah swt sebagai pengawas di 
dalamnya. Berikut ini adalah nilai-nilai Islam yang perlu diterapkan dalam 
berbisnis, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, bertanggung 
jawab, dan jujur antara lain:
8
 
a. Larangan suap (risywah), tindakan suap menyuap dalam Islam, sama 
dengan tindakan korupsi, dan sangat dilarang. Pelanggaran ini berlaku 
bagi semua yang terlibat, mulai dari yang menawarkan, yang memberi, 
yang mengantarkan (perantara), sampai yang menerima.  
b. Larangan penipuan dan kecurangan, Islam menekankan pentingnya 
kejujuran diantara sesame. Islam melarang umat muslim mendapatkan 
keuntungan dari hasil merugikan (menipu dan berbohong} orang lain. 
Seorang penjual tidak boleh melebih-lebihkan atau berbohong 
mengenbai barang atau jasa yang dijualnya.  
c. Larangan diskriminasi, diskriminasi adalah suatu bentuk ketidakadilan 
atas pihak tertentu. Allah membedakan manusia satu dengan manusia 
lainnya bukan dari kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki manusia itu, 
melainkan dari amal ibadah dan ketaatannya kepada Allah.
9
  
d. Adanya tanggung jawab sosial, setiap manusia dimuka bumi diberikan 
tugas oleh Allah untuk hidup, bermanfaat, dan bertanggung jawab tidak 
hanya untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. 
                                                             
8
 Nurul Huda, Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi (Jakarta: Kencana, 2015), h. 114.   
9
 Nurul Huda, Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi, h. 115.   
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Manusia diciptakan sebagai mahluk social, yang hidup berdampingan 
dan saling melong satu sama lain. Setiap pekerjaan yang dilakukan 
mengandung tanggiung jawab social yang harus dilaksanakan.  
e. Larangan mendapatkan pengahasilan daei kegiatan yang dilarang Islam, 
penghasilan yang dilarang oleh Islam adalah penghasilan yang berasala 
dari perjudian, lotre, dan produksi, penjualan dan distribusi barang-
barang yang diharamkan dalam Islam.  
f. Larangan penimbunan dan pemborosan, ada dua jenis penimbunan yang 
sering terjadi di masyarakat: penimbunan barang dan penimbunan uang. 
Keduanya sama-sama dikutuk dalam Islam. Penimbunan dalam jenis 
apapun yang mengakibatkan scarcity (kelangkaan) yang akhirnya akan 
berdampak pada kenaikan harga. Islam mendorong atas penguasaan 
harta yang wajar dan tidak berlebihan, serta pengeluaran sepantasnya.
10
  
Dalam etika bisnis Islam ada lima prinsip dasar beserta praktiknya 
praktiknya yaitu: 
a. Unity (Kesatuan), merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan 
seluruh aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, 
budaya menjadi keseluruhan yang hemogen, konsisten dan teratur.
11
 
b. Equilibrium (Keseimbangan), konsep ini hampir sama dengan konsep 
adil, berdiamensi horizontal yang berhubungan dengan keseluruhan 
harmoni dalam alam semesta. Maka keseimbangan, kebersamaan. 
                                                             
10
 Nurul Huda, Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi, h. 116.   
11
 S. N. Naqvi, Ethics and Economics: an Islamic synthesis, Terj. Husin Anis, Etika dan 
Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami (Bandung: Mizan, 2000), h. 50-51. 
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Kemoderatan, merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam 
aktivitas maupun entitas usaha.. 
c. Free Will (Kebebasan Berkehendak), konsep ini berarti bebas memilih 
atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya. Aplikasi dalam usaha yaitu 
menepati kontrak, baik kontrak kerja sama bisnis maupun juga konrak 
kerja kru.  
d. Responsibility (Tanggung Jawab), adalah bentuk pertanggungjawaban 
kepada setiap tindakan. Menurut Sayid Quthb, prinsip 
pertanggungjawaban Islam adalah tanggung jawab yang seimbang 
dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara 
orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat, serta antara 
masyarakat dengan masyarakat lainnya.  
e. Benevolence (Kebenaran), kebenaran dalam konsep ini juga meliputi 
kebajikan dan kejujuran. Dalam bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai 
niat, sikap, dan perilaku benar, yang meliputi proses transaksi. Dalam 
hal ini dibutuhkan tanggung jawab yang berkeseimbangan antara 
memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar 
masyarakat, baik berupa hukum, etika maupun adat, sikap seperti inilah 
yang menghilangkan sumber keberkahan karena merugikan atau 
menipu orang lain yang di dalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang 
tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.
12
 
 
                                                             
12
Muhammad Djakfar, Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral 
Ajaran Bumi, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 35-36.  
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3. Faktor Pendorong Persaingan  
Menurut Porter, persaingan sangat penting bagi keberhasilan atau 
kegagalan sebuah usaha atau perdagangan. Ada 5 faktor persaingan bisnis yang 
dapat menentukan kemampuan bersaing: 
a. Ancaman Pendatang Baru  
Pendatang baru dalam sebuah industri dapat menjadi ancaman bagi 
pemain yang ada, jika membawa kapasitas baru, keinginan untuk 
merebut pangsa pasar, dan memiliki sumber daya yang besar.
13
 
b. Persaingan di antara Pesaing Yang Ada  
Persaingan diantara pemain (perusahaan) yang ada dalam kopetisi 
untuk memperebutkan posisi dengan menggunakan taktik seperti 
kompetisi harga, pengenalan produk, dan perang iklan secara besar-
besaran serta meningkatkan pelayanan atau jaminan kepada pelanggan. 
Persaingan terjadi karena para pemain merasakan adanya tekanan atau 
melihat peluang untuk memperbaiki posisi.  
c. Kekuatan Tawar Menawar Pemasok Atau Supplier 
Pemasok yang berkuasa dapat menggunakan kekuatan menawarnya 
dengan menekan perusahaan yang ada dalam suatu industri dengan 
menaikkan harga atau mengurangi kualitas barang atau jasa yang 
dibeli.  
d. Kekuatan Tawar Menawar Pembeli 
                                                             
13
Muhammad Husni Mubarok, Manajemen Strategi, (Surabaya: DIPA STAIN Kudus, 2009, 
h. 35-37. 
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Pembeli juga dapat memaksa harga turun, menuntut kualitas yang 
lebih tinggi, atau pelayanan yang lebih baik. Tuntutan tersebut akan 
menyebabkan persaingan yang kuat diantara perusahaan yang ada ada 
suatu industri  yang sama. 
e. Ancaman Produk Pengganti 
Semua perusahaan dalam suatu industri sesungguhnya bersaing dengan 
produk pengganti, meskipun karakteristiknya berbeda, namun produk 
pengganti dapat memberikan fungsi dan manfaat yang sama.  
C. Teori Penentuan Harga  
1. Pengertian Harga 
Harga merupakan salah satunya elemen bauran pemasaran yang 
menghasilkan pendapatan, elemen-elemen lainnya yang menimbulkan biaya. 
Harga juga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang paling fleksibel, 
harga dapat diubah dengan cepat, tidak seperti cirri khas produk dan perjanjian 
distribusi. Pada saat yang sama, penetapan dan persaingan harga juga merupakan 
masalah nomor satu yang dihadapi perusahaan.
14
  
Namun banyak perusahaan yang tidak menangani penetapan harga dengan 
baik. Kesalahan yang paling utama adalah ketetapan harga yang terlalu 
berorientasi biaya, harga kurang sering direvisi untuk mengambil keuntungan 
danperubahan pasar, harga ditetapkan secara independen dari bauran pemasaran 
lainnya dan bukannya sebagai unsur instrinsik  dari strategi penentuan posisi 
pasar, serta harga kurang cukup bervariasi untuk berbagai macam produk, segmen 
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Philip Kotler dan A.B. Susanto, Manajemen Pemasaran di Indonesia (Jakarta: Salemba 
Empat, 2001), h, 634.  
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pasar, dan saat pembelian.
15
  
Adapun tujuan penentuan harga yaitu pertama-tama perusahaan harus 
memutuskan apa yang ingin dicapainya dari harga produk tersebut. Jika 
perusahaan telah memilih pasar sebagai sasaran posisi pasarnya dengan cermat, 
maka strategi bauran pemasarannya, termasuk harga akan otomatis sejalan 
dengannya. Jadi strategi penetapan harga sebagian besar ditentukn oleh keputusan 
sebelumnya dalam penempatan pasar.
16
  
2. Strategi Penetapan Harga  
Penentuan harga yang ditetapkan disesuaikan dengan barang atau jasa 
yang dijual suatu saat dapat berubah dasar penentuan harganya. Perusahaan dalam 
menentukan harganya suatu barang atau jasa dapat dengan pertimbangan dasar 
sebagai berikut: 
a. Penentuan harga berdasarkan biaya produksi, harga ditentukan 
berdasarkan estimasi biaya perunit untuk memproduksi produk dan 
menambahkan suatu kenaikan. Cara ini biasa disebut Cost Plus Pricing 
Method: harga jual barang atau jasa ditentukan dengan menambah laba 
per unit tertentu yang diinginkan diatas per unitnya.  
b. Penentuan harga berdasarkan mark up, harga jual barang atau jasa 
ditentukan dengan menambah laba per unit tertentu yang diinginkan 
diatas harga beli barang dan biaya menjualnya disebut Mark Up Pricing 
Method. Biasanya dipergunakan perusahaan perdagangan. 
                                                             
15
Philip Kotler dan A.B. Susanto, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Pernhallindo, 2002), h. 
638.  
16
Philip Kotler dan A.B. Susanto,Manajemen Pemasaran, h. 637. 
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c. Penentuan harga berdasarkan suplai persediaan, beberapa keputusan 
harga berhubungan langsung dengan suplai persediaan, misalnya dialer 
d. Kendaraan bermotor juga sering menggunakan strategi ini.17  
e. Penentuan harga berdasarkan harga pesaing, banyak perusahaan 
umumnya akan mempertimbangkan harga pesaing ketika menentukan 
harga produknya.  
f. Penentuan harga berdasarkan adanya Potongan perusahaan pada 
umunya akan mempertimbangkan harga berdasarkan adanya potongan 
ketika menentukan harga produknya.  
g. Penentuan harga berdasarkan harga psikologis, Perusahaan pada 
umunya akan mempertimbangkan harga berdasarkan harga psikologis 
ketika menentukan harga produknya. Harga yang ditetapkan tertentu 
sehingga dapat menciptakan pengaruh psikologis menjadi lebih murah. 
Misalnya harga memakai angka 990, sehingga terkesan tidak sampai 
seribu.
18
 
                                                             
17
 Muhammad Husni Mubarok, Pengantar Bisnis (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 
h.157.   
18
 Muhammad Husni Mubarok, Pengantar Bisnis, h. 159.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian   
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research) kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif 
bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala 
atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau 
untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan lain dalam 
masyarakat.1 Secara sederhana, penelitian lapangan digunakan untuk memperjelas 
kesesuain antara teori dan praktik.                                                                                       
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Desa Tugondeng 
Kec. Herlang Kab. Bulukumba. Yang akan menjadi informasi pertama dalam 
penelitian ini akan ditentukan sendiri oleh peneliti sampai akhirnya semua data 
yang diperlukan guna untuk mendalami pembahasan yang akan diteliti.   
B. Pendekatan Penelitian  
Adapun metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut:   
1. Pendekatan teologis normatif (Syar’i), pendekatan ini dimaksudkan untuk 
mengarahkan pemahaman masyarakat, dan para Mahasiswa Fakultas 
Syar’iah dan Hukum untuk memahami kasus Tinjauan Hukum Islam 
                                                             
1
Amiruddin, dkk. Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : PT Raja Grafindo 
Persada : 2003).  h. 25.  
37 
 
 
Terhadap Persaingan Usaha Pedagang Gula Merah dan Implikasinya bagi 
Pedagang Lokal di Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba. 
2. Pendekatan Yuridis Normatif, pendekatan ini dimaksudkan untuk 
mengarahkan pemahaman masyarakat, dan para Mahasiswa untuk lebih 
memahami bagaimana persaingan usaha yang sehat dalam hukum Islam.  
C. Sumber Data  
Untuk memperoleh data yang terkait dalam membangun penelitian, maka 
dibutuhkan sumber data yaitu: 
1. Data Primer, adalah data yang dihimpun langsung melalui wawancara 
dengan informan dan diolah sendiri oleh masyarakat bersangkutan untuk 
dimanfaatkan. Yang menjadi tnforman dalam penelitian tersebut yaitu 
Pedagang gula merah yang berada di Desa Tugondeng. Data primer dapat 
berbentuk opini subjek secara individu atau kelompok, dan hasil observasi 
terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu 
pengujian tertentu.  
2. Data sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 
melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh 
lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat 
dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.
2
 
 
 
 
                                                             
2
 Rosady Ruslan, Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi (Ed. 1, Cet. 5; 
Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 138. 
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D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk 
keperluan penelitian.
3
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian Kepustakaan 
Dalam melakukan teknik kepustakaan, penulis mempelajari dan membaca 
peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, buku-buku, kitab fiqh, al-qur’an, 
dan karya-karya tulis lain yang ingin diteliti. 
2. Penelitian Lapangan  
Adapun penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara: 
a. Wawancara yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya 
jawab secara lisan untuk mendapatkan keterangan.
4
  
b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat dokumen yang 
ada dan yang terkait dengan masalah yang diteliti.  
c. Obsevasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 
masalah yang diteliti.
5
  
E. Instrumen Penelitian  
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam 
maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu:  
                                                             
3
 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Cet.VII; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 54 
4
Koentjaningrat, Meode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utma, 1985), h. 129 
5
Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Sosial (Cet V, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004) 
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1. Peneliti sendiri sebagai yang melakukan penelitian. 
2. Pedoman wawancara adalah alat yang digunmakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan yang berupa daftar pertanyaan.  
3. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan 
dengan sumber data.  
4. Kamera berfungsi untuk memotret jika sedang melakukan wawancara 
dengan informan.  
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam 
penelitian ini, data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer 
maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang 
dilakukan guna mencari kebenaran. kualitatif yakni merupakan data yang tidak 
berbentuk angka.
6
  
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai 
berikut: 
1. Meningkatkan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 
cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan 
urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan 
                                                             
6
Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit,2010), h. 56 
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meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali 
apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Dengan demikian dengan 
meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang 
akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat 
meningkatkan kredibilitas data. 
2. Menggunakan bahan referensi 
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data 
hasil wawancara sehingga data yang dapat menjadi kredibel atau lebih dapat 
dipercaya menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi 
sebagai bahan referensi. 
41 
BAB IV 
PERSAINGAN USAHA PEDAGANG GULA MERAH DI DESA 
TUGONDENG 
A. Gambaran Umum Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba  
1. Kondisi Umum Desa Tugondeng 
Desa Tugondeng berada pada daerah dataran rendah dan sebagian lagi 
berada pada daerah perbukitan dengan tinggi dari permukaan laut 500-700m.  
Sumber penghasilan dari masyarakat Desa Tugondeng yaitu pertanian dan 
perkebunan. Keadaan geografis Desa Tugondeng: 
a. Batas Wilayah  
1) Sebelah Timur  : Desa Patoro                                                                                              
2) Sebelah Utara  : Desa Bonto Rannu Kec. Kajang  
3) Sebelah Barat  : Desa Tamatto Kec. Ujung Loe 
4) Sebelah Selatan   : Desa Karassing  
b. Luas Wilayah  
Luas Desa Tugondeng sekitar 10,28km dimana sebagian besar lahan di 
Desa Tugondeng digunakan sebagai tempat bercocok tanam dan lokasi 
perumahan. Namun ada juga sebagian kecil penduduk beternak dengan luas 
penggunaan lahan tak begitu signifikan, hanya disekitar rumah saja. 
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c. Keadaan Topografi  
Topografi Desa Tugondeng secara umum adalah dataran rendah dan 
perbukitan. Wilayah Dusun Mallombong, Dusun Bonto Bainang dan Dusun 
Lassanru adalah daerah dataran rendah yang sebagian daerahnya memiliki areal 
persawahan dan pertanian. Sedangkan dua dusun lainnya yaitu Dusun Bonto Sura 
dan Jatia adalah daerah pertanian dan perbukitan.  
d. Iklim  
Seperti desa-desa lain yang berada di Indonesia iklim Desa Tugondeng 
adalah tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan hujan. Desa Tugondeng 
merupakan salah satu desa berada di Kec. Herlang Kab. Bulukumba. Desa ini 
memiliki lima dusun yaitu Mallombong, Jatia, Bonto Sura, Bonto Bainang, dan 
Lassanru. Dengan penghasilan utama yang pertanian, perkebunan dan industri 
gula merah. Demografi Desa Tugondeng memiliki jumlah penduduk 4185 jiwa 
dengan jumlah kepala keluarga 1056 KK. 
e. Kondisi Ekonomi  
            Kondisi perekonomian masyarakat Desa Tugondeng Kec. Herlang sangat 
berbeda-beda sesuaia dengan sektor dan jenis mata pencahariannya. Berikut daftar 
terperinci mata pencaharian penduduk. 
1) Sektor pertanian dan tanaman pangan  
NO 
STATUS JUMLAH % 
1 
Pemilik sawah 40 
2 
Pemilik Kebun  70 
43 
 
3 
Penggarap/penyewa 0 
4 
Buruh Tani 5 
 
JUMLAH 115 
2) Sektor Peternakan 
  
NO STATUS JUMLAH (%) JUMLAH 
(EKOR) 
1 
Pemilik Ternak Sapi  10 1.300 
2 
Pemilik Ternak Kerbau  - - 
3 
Pemilik Ternak  4 100 
4 
Pemilik Ternak Kambing 15 750 
5 
Pemilik Ternak Ayam  5 53 
 
JUMLAH 34 2.203 
3) Sektor Industri Kecil/kerajinan 
  
NO STATUS JUMLAH (%) 
1 
Pemilik Usaha Kerjinan Anyaman  5 
2 
Pemilik Usaha Meubel 3 
3 
Pembuat Kripik Pisang 2 
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4 
Penjahit 4 
5 
Gula Merah 80 
 
JUMLAH 94 
4) Sektror Jasa/ Perdagangan  
a) Jasa Pemerintahan  
NO STATUS JUMLAH (%) 
1 Guru  5 
2 Pegawai Negeri Sipil/ABRI/POLRI   5 
3 Perawat/Menteri Kesehatan  2 
4 Bidan  1 
5 Pensiunan  7 
 JUMLAH 20 
b) Jasa Perdagangan  
NO STATUS JUMLAH (%) 
1 Pedagang Campuran  10 
2 Pedagang Lokal  50 
3 Pedagang dari luar  60 
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 JUMLAH 120 
c) Jasa Komunikasi dan angkutan  
NO STATUS JUMLAH (%) 
1 Ojek  7 
2 Sewa Angkutan  3 
 JUMLAH  10 
d) Jasa Keterampilan  
NO STATUS JUMLAH (%) 
1 
Tukang Kayu/Tukang Batu/Prabot 10 
2 
Tukang Jahit  5 
3 
Salon 2 
 
JUMLAH 17 
2. Visi Dan Misi Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba  
Peyusunan visi Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba dilakukan 
dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di 
Desa seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama. Tokoh 
Perempuan, Tokoh pemuda masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hasil 
musyawarah bersama maka ditetapkan visi Desa Tugondeng adalah: 
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“Membangun Desa Tugondeng Yang Sejahtera dan Mandiri dengan 
melibatkan seluruh Komponen Masyarakat Dalam Prinsip Partisipasi 
Dan Pelayanan Maksimal”. 
Adapun misi Desa Tugondeng adalah: 
1. Peningkatan kapasitas pelayanan aparat  
2. Mendorong kemajuan sektor usaha mikro dan menengah  
3. Mewujudkan tersedianya pasaran dan sarana publik yang memadai 
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan  
5. Menggiatkan kegiatan keagamaan, budaya dan olahraga  
6. Optimalisasi sumberdaya alam dan sumber daya manusia atau 
pendidikan.
1
 
B. Bentuk Persaingan Usaha di Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. 
Bulukumba 
Secara umum persaingan usaha adalah perseteruan atau rivalitas antara 
pelaku pelaku bisnis yang secara indevenden berusaha mendapatkan konsumen 
dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik 
pula. Dalam kamus manajemen persaingan bisnis terdiri dari: 
1. Persaingan sehat (healty competition) adalah persaingan antara 
perusahaan-perusahaan atau pelaku busnis yang diyakini tidak akan 
menuruti atau melakukan tindakan yang tidak layak dan cenderung 
mengedepankan etika-etika bisnis.  
                                                             
1
 Tim Penyusun, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa (LKPD), Desa 
Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018.  
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2. Persaingan gorek leher (cut throat competition), persaingan ini merupakan 
bentuk persaingan yang tidak sehat, dimana terjadi perebuatan pasar antara 
beberapa pihak yang melakukan usaha yang mengarah pada menghalalkan 
segala cara untuk menjatuhkan lawan, sehingga salah satu tersingkir dari 
pasar dan salah satunya menjual barang dibawah harga yang berlaku 
dipasar. 
2
 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa bentuk 
persaingan usaha yang terjadi di Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba 
ada 3 macam yaitu:
 3
 
1. Persaingan usaha dalam bentuk penyediaan modal, adalah suatu bentuk 
usaha yang dilakukan oleh pedagang gula merah dilihat dari banyak atau 
sedikitnya modal yang mereka gunakan pada saat memulai usahanya. 
Persaingan usaha dalam bentuk penyediaan modal dapat dilihat dari dua 
aspek yaitu pedagang yang memiliki modal yang banyak pasti penyediaan 
barang dan pelanggangnya juga banyak sedangkan yang memiliki modal 
yang lumayan otomatis penyediaan barang dan pelanggangnya juga 
sedikit. 
2. Persaingan usaha dalam bentuk penyediaan barang adalah seorang 
pedagang yang yang memiliki target penghasilan perbulan serta 
memaksakan para pedagang untuk mencapai target tersebut karena adanya  
utang yang harus dibayarkan oleh pedagang maka untuk mencapai target 
yang telah ditentukan perbulannya maka para pedagang bermain harga dan 
untuk memperoleh barang yang banyak kemudian menjualnya agar dapat 
mecapai target yang telah ditetapkan oleh pedagang tersebut. 
                                                             
2
 M. Ismail Yusanto dan M. Karebat Widjajakusuma, Mengagas Bisnis Islam (Jakarta: 
Gema Insani Pres, 2002), h. 9. 
3
Abd. Haris, Pedagang gula merah, Wawancara, Desa Desa Tugondeng, Kecamatan 
Herlang, Kabupaten Bulukumba, Tanggal 11 Oktober 2018.  
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3. Persaingan usaha dalam bentuk pemasaran adalah suatu bentuk persaingan 
yang dilakukan oleh pedagang dengan cara memasarkan barang 
dagangannya di luar daerah seperti daerah seperti Bantaeng, Makassar, 
Polman, Soppeng  dan sebagainya. 
 
Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan dari beberapa orang 
pedagang lokal yang di wawancarai bentuk persaingan usaha yang terjadi di Desa 
Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba yaitu: Gula merah merupakan salah 
satu bahan pemanis makanan, ada banyak jenis makanan di Indonesia yang 
menggunakan gula merah sebagai salah satu bahan yang tidak bisa digantikan 
dengan bahan pemanis lainnya dikarenakan aroma dan rasa manis yang dihasilkan 
akan berbeda jika tidak memakai gula merah. Jumlah pemakaian gula merah yang 
meningkat membuat gula merah laris manis di pasaran, hanya saja laris dan 
manisnya gula merah di pasaran tak semanis kehidupan para distributor lokal di 
Desa Tugondeng kec. Herlang kab. Bulukumba, keberadaan pedagang-pedagang 
dari luar menjadi tantangan tersendiri bagi pedagang lokal di Desa Tugondeng. 
Persaingan usaha antara pedagang lokal dipengaruhi oleh beberapa hal 
salah satunya permasalahan yang paling banyak dan paling umum dialami oleh 
pedagang lokal adalah banyaknya pedagang gula merah dari luar yang 
menawarkan harga gula merah jauh lebih tinggi dari harga yang ditawarkan 
pedagang lokal. Hal ini tentu saja mengakibatkan kondisi dimana para pembuat 
gula merah lebih memilih menjual gula merah yang mereka buat kepada pedagang 
gula merah dari luar. 
Keberadaan modal yang dimiliki oleh pedagang gula merah dari luar lebih 
besar dari modal pedagang lokal mengakibatkan daya beli pedagang luar jauh 
lebih tinggi dibandingkan daya beli pedagang lokal. Daya beli yang lebih tinggi 
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tentu lebih menggiurkan bagi para pembuat gula merah. Siapa yang menawarkan 
harga yang jauh lebih tinggi maka kesitulah gula merah itu dijual. 
Dalam penetapan harga (Tas’ir) adalah pemasaangan nilai tertentu untuk 
barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak 
menjerumuskan pembeli.  
Prinsip dasar dalam perekonomian Islam adalah kebebasan berusaha yang 
dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga batas-batas aturan yang ditetapkan 
syari’at . Diantara aturan terpenting yang harus diperhatikan adalah keadilan, 
qana’ah, kepatuhan terhadap kaidah-kaidah memperoleh laba yang baik dan halal. 
Berdasarkan prinsip di atas maka pada dasarnya tidak boleh ada penetapan harga. 
Seorang penguasa juga tidak dibolehkan menetapkan harga barang yang 
diperdagangkan dikalangan masyarakat.
4
 
Akan tetapi, apabila seorang penguasa telah menetapkan harga suatu 
komoditi, maka pihak yang melanggarnya, yaitu mereka yang menjual diatas 
harga penetapan itu, boleh dikenakan sanksi. Hal itu dikarenakan mereka terang-
terangan menentang perintah pimpinanya.  
Penetapan harga merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan 
dalam syari’at Islam. Pemerintah apapun yang memiliki kekuasaan ekonomi tidak 
memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, 
kecuali pemerintah telah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang 
cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama. Ini 
dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah saw di datangi oleh seorang 
sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap. Rasulullah menyatakan 
penolakannya, beliau bersabda: 
 
                                                             
4
 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqih A-Islami Wa-adillatuh. Jilid IV (Beirut: Daar al- Fikr, 
1989),  h. 251.  
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 عَا عَ عَيْ عَ عَ نْيْ عَ هُ  نْ بِيْ عَ  نْ عَ  : هُععَ نْعَيْ عَو هُض
بِيْفنْعَيَ هُهللَّا نْلعَب, ى
بِيْدنْنبِيْ ٍدهُحعَلأ عَسنْيعَلعَو هُهللَّا ىعَ نْلعَ  نْنعَ انْوهُجنْرعَلا بِيِْنّ
بِيْ عَو
 ةٌ عَ عَ نْ عَ  .(دوادوب   هاور)  
Artinya:                                                                                                                    
“Dari Abu Hurairah berkata: Fluktuasi harga (turun naik) itu adalah 
perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya 
tidak melakukan kedzaliman pada seseorang yang bisa dituntut dari saya” 
(H.R Abu Dawud).
5
 
Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan 
persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah saw sangat menghargai harga yang 
terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim 
untuk mematuhi peraturan ini. Beliau menolak untuk membuat kebijakan 
penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. 
Sepanjang kenaikan terjadi karena kekutan permintaan dan penawaran yang murni 
dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan pihak tertentu (tekanan monopolistik 
dan monopsonistik), maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. 
Khalifah Umar Bin Khattab jiga melarang mematok harga karena Rasulullah saw 
melarang menetapkan harga.
6
 
Dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan 
sebagai berikut: 
Pasal 5 
1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha 
pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa 
yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar 
bersangkutan yang sama; 
2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi: 
a) Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau 
                                                             
5
 Abu Dawud, Sahih Sunan Abu Daud, Jilid III, No. Hadist 3450, h. 581.  
6
 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Jakarta: PT Gelora Aksara Pranata, 
2012),  h. 169-170.  
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b) Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku 
 
Pasal 6 
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli 
yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang 
harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama”.7 
Seiring dengan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga 
pengrajin gula merah yang semakin meningkat dan didukung oleh keberadaan 
modal yang besar oleh pedagang-pedagang luar, banyak pedagang dari luar yang 
menawarkan pinjaman kepada pengrajin gula merah dan gula merah sebagai 
bayarannya. Sehingga hal ini menimbulkan sistem monopoli dimana pedagang 
dari luar desa menguasai perdagangan gula merah di Desa Tugondeng dan 
mengakibatkan banyaknya pedagang lokal ini yang memiliki modal terbatas harus 
gulung tikar dan memilih beralih profesi dengan menjadi TKI ataupun menjadi 
buruh perkebunan kelapa sawit di luar daerah. 
Dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjelaskan bahwa  
“Praktek monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu 
atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan 
atau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan 
persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.8 
Menurut Budi Kagramanto, unsur-unsur dari menopoli adalah sebagai 
berikut: 
                                                             
7
Pasal 1 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dikutip dalam Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan 
Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Surabaya, Laros, 2008), h. 269-270.  
8
Pasal 1 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dikutip dalam Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan 
Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, h. 266.  
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1. Terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku 
usaha, 
2. Terdapat penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa 
tertentu, 
3. Terjadinya persaingan usaha tidak sehat, 
4. Tindakan tersebut merugikan kepentingan umum.9 
Dalam Pasal 17 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan sebagai 
berikut: 
1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau 
pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 
2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas 
produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) apabila: 
a) Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; 
atau 
b) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam 
persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau 
c) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 
lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang 
atau jasa tertentu.
 10
 
Selanjutnya, peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan 
sehingga terjadinya persaingan usaha gula merah yang tidak sehat antara 
pedagang lokal dan pedagang luar, yaitu permasalah tentang perebutan 
pelanggang yang dilakukan oleh pedagang gula merah dari luar yang masuk ke 
Desa Tugondeng mengambil pelanggang pedagang lokal ini adalah persoalan 
                                                             
9
Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1999 (Surabaya, Laros, 2008), h. 181.  
10
Pasal 17 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dikutip dalam Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan 
Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, h. 274.  
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yang selalu dikeluhkan oleh pedagang lokal, cara untuk menghadapi pedagang 
dari luar tersebut para pedagang lokal langsung memberitahukan kepada pedagang 
dari luar bahwa dia sudah menyimpan duluan uang kepada pengerajin gula merah 
tersebut. Pedagang lokal langsung mengatakan anda boleh mengambil pelanggang 
saya tapi anda harus mengembalikan uang yang sudah saya simpan terlebih 
dahulu kepada pengerajin gula merah tersebut.
11
 
Di satu sisi sikap pedagang lokal terhadap pedagang gula merah dari luar 
yang mengambil pelanggangnya, yaitu silaturahmi antara pedagang lokal dan 
pedagang gula merah dari luar sudah tidak terjalin dengan baik karena adanya 
perebutan pelanggang yang dilakukan oleh pedagang dari luar.
12
 
Kemudian di sisi lain terdapat faktor yang menyebabkan sehingga pada 
pembuat gula merah lebih memilih memberikan gula merahnya kepada pedagang 
gula merah dari luar, yaitu penyebabnya yaitu karena pedagang gula merah dari 
luar menawarkan harga gula merah kepada pembuat gula merah dengan harga 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang dipasang para pedagang lokal 
itulah yang menyebabkan sehinnga para pembuat gula merah lebih memilih 
menjual gula merah mereka kepada pedagang gula merah dari luar.
13
 
Dalam Pasal 25 Undang-Undang  RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan sebagai 
berikut: 
1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk: 
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Abd. Haris, Pedagang gula merah, Wawancara, Desa Desa Tugondeng, Kecamatan 
Herlang, Kabupaten Bulukumba, Tanggal 11 Oktober 2018.  
12
Rospida, Pedagang gula merah, Wawancara, Desa Desa Tugondeng, Kecamatan 
Herlang, Kabupaten Bulukumba, Tanggal 9 Oktober 2018.  
13
Abd. Salam, Pedagang gula merah, Wawancara, Desa Desa Tugondeng, Kecamatan 
Herlang, Kabupaten Bulukumba, Tanggal 10 Oktober 2018.  
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a) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk 
mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan 
atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau 
b) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau 
c) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing 
untuk memasuki pasar bersangkutan. 
2) Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
apabila: 
a) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% 
(lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau 
jasa tertentu; atau 
b) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 
75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis 
barang atau jasa tertentu.
 14
 
Tindakan maupun kegiatan yang termasuk dalam kategori sebagai 
penyalahgunaan kekuatan pasar, yaitu: 
1. Terdapat akibat buruk terhadap proses persaingan usaha yang ada, 
2. Terdapat nilai kerugian yang diderita oleh konsumen terkait dengan harga 
barang, kualitas serta cara mendapatkan barang, termasuk juga pilihan 
terhadap barang atau jasa yang ditawarkan, 
3. Terdapat kegiatan atau tindakan untuk menaikkan harga masuk atau justru 
ada upaya untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk memasuki pasar 
persaingan, serta 
4. Tindakan atau kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku 
usaha yang beritikad baik dalam rangka efisiensi persaingan usaha yang 
ada.
15
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Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dikutip dalam Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan 
Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, h. 276-277.  
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Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1999, h. 211.  
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Oleh karena itu, pihak yang berwenang, misalnya Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha (KPPU), harus benar-benar teliti dalam melakukan 
pengawasan. Dengan adanya penguasaan pasar maka akan terbuka kesempatan 
bagi pelaku usaha untuk melakukan praktek menopoli, yaitu apabila pelaku usaha 
menggunakan kekuatan pasar atau posisi dominannya untuk ini, yang berarti 
terdapat penyalahgunaan terhadap posisi dominan yang dimilikinya. 
Apabila seorang penjual dapat menaikkan harga di atas level persaingan 
tanpa mengalami penurunan penjualan yang signifikan dalam waktu yang singkat, 
sedangkan kenaikan harga tersebut tidak menghasilkan keuntungan dan tidak 
seharusnya dilaksanakan, maka penjual tersebut dikatakan memiliki “market 
power” (dalam hal ini dapat dikatakan mempunyai posisi dominan).16 
C. Persaingan Usaha Pedagang Gula Merah Ditinjau dari Sudut Hukum 
Islam                                                                                                                        
Dalam menyikapi persaingan usaha pedagang gula merah yang terjadi di Desa 
Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba, jika ditinjau dari sudut pandang 
hukum Islam, yaitu:  
1. Talaqqi rukban atau talaqqi-jalab 
Dalam bukunya A. Darussalam, “Etika Bisnis dalam Perspektif Hadis”, 
mengutarakan beberapa perilaku bisnis yang tercela, salah satu diantaranya 
dikenal dengan talaqqi rukban atau talaqqi-jalab adalah suatu kegiatan yang biasa 
dilakukan penduduk Madinah, yaitu manakala para petani membawa hasil panen 
ke kota dengan tujuan untuk menjualnya kepada penduduk di kota. Penduduk kota 
datang menjemput para petani, dengan menentukan harga yang mereka tetapkan 
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Budi Kagramanto, Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang 
No. 5 Tahun 1999, h. 211-212.  
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sendiri. Sebenarnya talaqqi rukban adalah tindakan yang dilakukan oleh 
tengkulak atau yang dikenal dengan rentenir (yang mengetahui harga pasar) untuk 
membeli barang dari petani (yang tidak mengetahui harga pasar). Tindakan ini 
dilakukan untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar.
17
 
Talaqqi rukban dilarang disebabkan karena ada dua hal. Pertama, 
mencegah masuknya barang ke dalam pasar, dan yang kedua mencegah dari luar 
kota uuntuk mengetahui situasi harga yang berlaku. Pada dasarnya mencari harga 
yang lebih murah tidaklah dilarang. Tetapi jika salah satu pihak mengetahui 
informasi harga secara lengkap dan pihak mengethui informasi harga secara 
lengkap dan pihak yang lain tidak mengetahui situasi harga dan keadaan pasar 
sama sekali, kemudia dengan tidka berimbangnnya informasi tersebut., maka 
salah satu pihak mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, yakni para tengkulak 
sementara pihak yang lain (para petani) teraniaya.
18
 
Sikap curang adalah sikap yang dapat muncul dalam menentukan harga, 
takaran, ukuran, dan timbangan. Etika Rasulullah saw dalam membangun citra 
dagangannya salah satunya adalah tidak membohongi pelanggan, baik 
menyangkut besaran (kuantitas) maupun kualitasnya.
19
 Allah swt berfiman dalam 
QS. as-Syu’ara/26:181-183, 
 َنِيرِسْخُمْلا َنِم اُونوُكَت َلََو َلْيَكْلا اوُفْوَأ[ٕ٦:ٔ٨ٔ ] 
 ِميِقَتْسُمْلا ِسَاطْسِقْلِبِ اُوِنزَو[ٕ٦:ٔ٨ٕ] 
 َنيِدِسْفُم ِضْرَْلْا فِ اْو َثْع َت َلََو ْمُهَءاَيْشَأ َساَّنلا اوُسَخْب َت َلََو[ٕ٦:ٔ٨ٖ] 
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A. Darussalam, Etika Bisnis dalam Perspektif Hadis (Makassar: Alauddin University 
Press, 2011), h. 112.  
18
A. Darussalam, Etika Bisnis dalam Perspektif Hadis, h. 113.  
19
Nurul Huda, dkk, Pemasaran Syariah (Jakarta: Kencana, 2017), h. 58.  
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Terjemahnya: 
“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- orang 
yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. dan 
janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu 
merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.20 
 
Dalam hadits, yang diriwayatkan Ibnu Umar, 
٦٨ٖ - َرَمُع ِنْبا ْنَعَو – اَمُه ْ نَع هللُّا َيِضَر – َاا َ :( ِهْيَلَع هللُّا ىَّلَص ِالله اوُسَر ىَه َن
 ِ  َّْنلا ِنَع َمَّلَسَو) . ِهْيَلَع قٌففَتُم21 
 
Artinya: 
683. Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: Rasulullah saw melarang jual beli 
najsy (menggunakan orang lain untuk mengadakan penawaran tinggi).” 
(HR. Muttafaq’ Alaih). 
Adapun kosakata dari hadits tersebut, terdiri an-najsy. An-najsy secara 
etimologi adalah menakuti-nakuti hewan buruan dan mengusiknya dari 
tempatnya. Sedangkan secara etimologinya, yaitu seseorang yang tidak ingin 
membeli barang tersebut meninggikan penawaran barang demi kepentingan si 
penjual, membahayakan pembeli lain atau hanya main-main.  22  
Kemudian terdapat kandungan dari hadits tersebut, yaitu sebagai berikut: 
a. Hadits tersebut merupakan larangan melakukan penawaran dengan 
meninggikan penawaran harga barang perniagaan yang diajukan untuk 
dijual, bukan untuk dibeli, tetapi untuk membahayakan si pembeli 
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Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 
546.  
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Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Taudhih Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram, 
Terj. Thahirin Suparta, M. Faizal, dan Adis Aldizar, Syarah Bulughul Maram  (Jakarta: Pustaka 
Azzam, 2006), h. 320. 
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Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Taudhih Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram, 
Terj. Thahirin Suparta, M. Faizal, dan Adis Aldizar, Syarah Bulughul Maram, h. 320-321. 
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dengan penawaran harga tersebut atau untuk tujuan keduanya atau tidak 
ada keinginan lain kecuali sekedar main-main saja, 
b. Larangan hadits tersebut menunjukkan hukum haram. “Para ulama 
sepakat bahwa orang yang melakukan penawaran tersebut telah 
bermaksiat dengan pekerjaanya”, 
c. Pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad adalah sahnya akad 
tersebut. Akan tetapi apabila si pembeli menipu penjualan melebihi 
kebiasaan dengan penambahan yang dilakukan oleh si penawar, maka 
boleh bagi si pembeli melakukan khiyar (memilih) antara menerima 
harga yang ditetapkan oeh akad jual beli atau menolak lalu 
mengembalikan nilainya, 
d. Khiyar (memilih) penipuan di dalam jual beli, memiliki tiga bentuk: 
1) Jual beli talaqi ar-rukhban (jual beli yang dilakukan di perjalanan 
atau sebelum masuk pasar). Barangsiapa yang bertemu dengan 
barnag  lalu ia membeli darinya kemudian si penjual mendatangi 
pasar, maka si penjual boleh melakukan khiyar, antara melanjutkan 
penjualan dengan harga ketika barang tersebut dijual atau merusak 
jual beli dan mengembalikan uangnya, 
2) Penambahan yang dilakukan oleh orang yang melakukan penawaran 
harga barang yang sebenarnya tidka ingin ia miliki maka 
penambahan tersebut haram hukumnya dan bagi si pembeli dapat 
melakukan khiyar, 
3) Al-mutarsil, yaitu orang yang tidak mengetahui nilai barang atau 
orang yang tidak pandai menawar harga, melainkan menyerahkan 
kepada si penjual dan memasrahkan kepadanya dengan niat yang 
baik. Di sini ia boleh melakukan khiyar dan tidak ada denda bagi 
59 
 
orang yang ditipu disertai ia telah meneraima barang perniagaan 
pada tiga jenis tipuan tersebut, karena hukum syariat tidak 
menjadikan kepadanya kecuali ia hanya mengembalikan barang yang 
dibeli dan mengambil uangnya atau menahannya dengan harga yang 
ia beli.  23  
Rasulullah saw melindungi kepentingan petani atau pedagang yang datang 
dari luar kota yang tidak mengetahui perkembangan harga, jangan sampai mereka 
dikelabui oleh tengkulak-tengkulak yang ingin memborong barang-barang 
dagangan mereka.
24
 
Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa Rasulullah saw untuk menghadang 
para petani atau pedagang supya tidak masuk ke pasar adalah untuk melindungi 
kepentingan konsumen, jangan sampai mereka membeeli barang terlalu mahal dar 
tengkulak, di samping itu dapat juga mengakibatkan terlambatnya barang-barang 
tersebut masuk ke dalam pasar, yang dapat mempengaruhi tengkulak-tengkulak 
berspekulasi. 
Ada beberapa efek dari tindakan penghadaangan barang yang dilakukan 
tengkulak-tengkulak terhadap para petani atau para pedagang yang berasal dari 
luar kota, yaitu:  
a. Memborong barang yang dibawa petani atau pedagang yang datang dari 
luar kota dapat menimbulkan tindakan spekulasi dari para tengkulak, 
b. Menyebabkan terjadinya distorsi pasar yaitu memacetkan arus barang, 
sehingga barang tidak segera tiba pada konsumen yang 
membutuhkannya, 
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Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Taudhih Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram, 
Terj. Thahirin Suparta, M. Faizal, dan Adis Aldizar, Syarah Bulughul Maram, h. 321-322. 
24Hamzah Ya’kub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Bandung: CV Dipenogoro, 1984), 
h. 162. Dikutip dalam A. Darussalam, Etika Bisnis dalam Perspektif Hadis, h. 113. 
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c. Tengkulak-tengkulak dapat mempermainkan harga sesuka hatinya, 
karena barang-barang kebutuhan konsumen berada dalam 
genggamannya, 
d. Memutuskan hubungan antara konsumen dengan para pedagang atau 
petani dari luar kota, sehingga merugikan kedua belah pihak, 
e. Tengkulak-tengkulak dapat menipu para petani atau pedagang yang 
datang dari luar kota dengan memberikan  informasi tentang harga 
pasar yang tidak benar.
25
 
2. Menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar  
Dan banyak juga para pedagang yang melakukan penampungan barang 
dan pedagang gula merah dari luar yang memiliki modal yang cukup banyak pada 
saat harga gula merah turun maka yang punya modal banyak itu punya potensi 
untuk memancing harga itu dan mendapatkan hasil yang maksimal dan pada saat 
harga turun para pedagang dari luar membeli gula merah tersebut setelah 
menargetkan bahwa harga tidak akan turun lagi dibawah standar pembeliannya 
pada saat itu otomatis pedagang dari luar tidak akan mengalami kerugian lagi. 
Ketika harga gula merah mulai melonjak atau mengalami kenaikan harga dan 
produksi gula merah menurun maka banyak terjadi permintaan barang dari luar.
26
 
3. Menggunakan sistem menopoli 
Keberadaan modal yang dimiliki oleh pedagang gula merah dari luar lebih 
besar dari modal pedagang lokal di Desa Tugondeng mengakibatkan daya beli 
pedagang luar jauh lebih tinggi dibandingkan daya beli pedagang lokal di Desa 
Tugondeng. Daya beli yang lebih tinggi tentu lebih menggiurkan bagi para 
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pembuat gula merah. Siapa yang menawarkan harga yang jauh lebih tinggi maka 
kesitulah gula merah itu dijual. 
Seiring dengan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga pembuat 
gula merah yang semakin meningkat dan didukung oleh keberadaan modal yang 
besar oleh pedagang-pedagang luar, membuat para pembuat gula merah di Desa 
Tugondeng banyak yang memilih untuk meminjam dana kepada para pedagang 
luar dengan gula merah sebagai bayarannya. Sehingga hal ini menimbulkan 
sistem monopoli dimana pedagang dari luar desa menguasai perdagangan gula 
merah di Desa Tugondeng dan mengakibatkan banyaknya pedagang lokal ini yang 
memiliki modal terbatas harus gulung tikar dan memilih beralih profesi dengan 
menjadi TKI ataupun menjadi buruh perkebunan kelapa sawit di luar daerah. 
Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan oleh Ma’mar bin Abdullah ra, 
٦٩ٕ - ِالله ِدْبَع َنْب ِرَمْعَم ْنَعَو– ُهْنَع هللُّا َيِضَر – َو ِهْيَلَع هللُّا ىَّلَص ِالله ِاْوُس َر ْنَع 
 َاَا  َمَّلَس :( قٌءىِاا َ َّلَ ِ ُرِكَتْ َ لَ) . َدَ َْأ ُااَوَر.27 
Artinya: 
“692. Dari Ma’mar bin Abdullah ra, dari Rasulullah saw, beliau bersabda, 
“Tidaklah orang yang menimbun barang (menopoli) kecuali orang yang 
bersalah”. (HR. Muslim). 
Menopoli akan muncul manakala pusat kontrol; pasokan barang atau jasa 
dipegang oleh satu orang atau sekolompok orang. Mereka mengontrol suplai 
barang atau jasa dan menetapkan hagra yang mengutungkan baginya, tapi 
keuntungannya tidak membawa manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu 
Rasulullah saw tidak membenarkan adanya menopoli terhadap kebutuhan 
masyarakat.
28
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4. Menggunakan cara riba 
Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan, ada warga yang memberikan 
pendapatnya mengenai persaingan usaha gula merah yang terjadi di Desa 
Tugondeng jika dikaitkan dengan hukum Islam. 
Menurut Abd. Haris, selaku pedagang gula merah, kalau ini mau dikaitkan 
dengan hukum Islam hukum jual beli itu halal tapi mengharamkan riba. Menurut 
saudara beliau, usaha gula merah terkadang juga ada dalam konsep Islam terjadi 
riba atau persaingan usaha yang tidak sehat. Alasan dikatakan riba yaitu contoh: 
Seorang petani sebelum menjadi pengerajin gula merah pasti memerlukan modal 
makanya pengerajin datang meminjam uang kepada pedagang lokal tetapi tidak 
mengikat aturan kalau harga akan tetap seperti itu karena suatu hari pasti akan 
berubah-rubah usahanya sudah berjalan dia akan memberikan hasil usahanya 
kepada pedagang lokal tersebut. Dan pada saat gula merah pengrajin tersebut 
dibeli oleh pedagang gula merah dari luar maka pedagang tersebut seenaknya 
menentukan harga karena pedagang tersebut berpikir kalau pengrajin itu sudh 
mengambil uang terlebih dahulu. Dan keuntungan yang di peroleh sebagian 
pedagang gula merah dari luar itu sampai 5000/kilo otomatis ada unsur riba 
didalamnya karena keuntungan yang didapat terlalu banyak atau dua kali lipat.
29
 
Riba berasal dari kata riba-yarbu-ribaan yang berarti bertambah dan 
berkembang. Menurut istilah riba adalah tambahan dari penukaran salah satu dari 
dua barang yang sejenis. Riba terbagi dua bagian, yaitu: 
a. Riba nasiah, (dalam konteks utang piutang). Dimaksud riba nasiah 
adalah tambahan yang disyariatkan yang diambil oleh orang yang 
memberikan piutang dari orang yang berutang sebagai bayaran 
(tambahan) dari penangguhan tempo pembayaran. 
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b. Riba fadl (dalam konteks jual beli). Dimaksud dengan riba fadl adalah 
menjual (menukar) uang dengan uang, atau makanan dengan makanan 
dengan ada penambahan. Riba fadl dilakukan dengan cara menjual 
sebuah barang dengan barang yang sejenis tapi dengan ada 
penambahan, sepeti menjual (menukar) satu dirham dengan dua 
dirham secara kontan, atau menukar satu sha’ gandum dengan dua 
sha’ gandum. 
Jenis utang piutang yang terkandung di dalam jual beli yang dilakukan 
oleh pedagang gula merah dari luar yaitu melakukan utang piutang  qardh adalah 
riba dengan cara meminjamkan uang kepada seseorang dengan syarat ada 
kelebihan atau keuntungan bagi pemberi utang.  
Allah swt melarang perbuatan riba. Allah swt berfiman pada al-
Imran/3:130, 
 فً َفَعا َهم افًفاَعْضَأ َبِِّرلا اوُل ُْ َ َلَ اوُنَم  َني َِّلا اَهه َيأ  َۖ  َنوُحِلْف ُت ْمُكَّلَعَل ََّللُّا اوُقَّ تاَو 
[ٖ:ٖٔٓ] 
  
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan 
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 
mendapat keberuntungan”. 30 
 
Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan oleh Jabir ra, 
٧۰٧ - ٍرِباَج ْنَع– ُهْنَع هللُّا َيِضَر  - َاَا  :( َل ِا َمَّلَسَو ِهْيَلَع هللُّا ىَّلَص ِالله ُاْوُسَر ْنَعَل
 َاَا َو  ِهْيَدِهاَشَو  ُهَِبتا َ ْوُمَو  َبَِّرلا: قٌءاَوَس ْمُه) . قٌمِلْسُم ُااَوَر. 31 
Artinya: 
                                                             
30
Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 84.  
31
Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Taudhih Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram, 
Terj. Thahirin Suparta, M. Faizal, dan Adis Aldizar, Syarah Bulughul Maram, h. 391.  
64 
 
707. dari Jabir ra, ia berkata: Rasulullah saw melaknant ornag yang 
memakan riba, orang yang fiwakilkan, sekretaris dan dua orang saksi dan 
perawi berkata: mereka semua adalah sama (hukumnya). (HR. Muslim). 
Oleh karena itu, Islam menganggap riba sebagai ekonomi kemungkaran 
yang sangat besar dosanya. Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang 
menganjurkan tolong menolong. Riba dapat menyebabkan permusuhan dan 
kebencian di antara individu, menimbulkan dendam, dan menyebabkan 
terputusnya silahturahim dan fitnah. Riba dapat menarik manusia ke dalam 
pergumulan, dimana mereka tdak mampu mengemban dampaknya. Dan hal 
tersebut terkadang terjadi pada kehidupan pelaku riba (rentenir). 
D. Implikasi Persaingan Usaha Pedagang Gula Merah dari Luar terhadap 
Pedagang Lokal di Desa Tugondeng 
Berdasarkan hasil penenlitian, terdapat beberapa implikasi yang terjadi 
para pedagang luar terhadap pedagan pedagang lokal di Desa Tugondeng, yaitu:  
1. Adanya ketimpangan antara pedagang lokal dengan pedagang gula merah 
dari luar yang merugikan pedagang lokal yang ada di Desa Tugondeng 
salah satunya dari modal usaha yang dimiliki pedagang gula merah dari 
luar relatif lebih besar dibandingkan pedagang lokal. Para pedagang gula 
merah dari luar membeli gula merah para pengarajin gula merah dengan 
harga yang lebih tinggi dengan sistem mereka menyimpan uang terlebih 
dahulu kepada pengerajin gula merah tersebut. Dengan begitu pengerajin 
gula merah lebih cenderung tertarik menjual gula merahnya kepada 
pedagang gula merah dari luar dibandingkan kepada pedagang lokal. Jadi 
pedagang lokal kesulitan untuk mendapatkan gula merah dan mereka 
harus bersaing menaikkan harga gula merah sama dengan harga pembelian 
yang ditawarkan oleh pedagang gula merah dari luar. Pedagang lokal mau 
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tidak mau harus mengikuti cara pedagang gula merah dari luar dengan 
menyimpan terlebih dahulu uang tapi mereka belum mendapatkan ba 
barang nanti setelah pengerajin sudah menyediakan gula merah baru gula 
merah tersebut diambil oleh pedagang agar usaha pedagang lokal bisa 
berputar karena kalau tidak seperti itu mereka tidak akan mendapatkan 
atau membeli gula merah karena para pengerajin gula merah lebih suka 
menjual gula merahnya kepada pedagang gula merah dari luar.  
2. Para pedagang gula merah dari luar melakukan penampungan barang 
karena memiliki modal yang cukup banyak maka mereka leluasa membeli 
gula merah apalagi pada saat harga gula merah mengalami penurunan 
harga maka mereka punya potensi untuk memancing harga itu dan 
mendapatkan hasil yang maksimal dan pada saat harga turun para 
pedagang dari luar membeli gula merah tersebut memborong Gula merah 
yang berada di Desa Tugondeng. Setelah, menargetkan bahwa harga tidak 
akan turun lagi dibawah standar pembeliannya pada saat itu otomatis 
pedagang dari luar tidak akan mengalami kerugian. Ketika produksi gula 
merah menurun maka banyak terjadi permintaan barang dari luar jadi pada 
saat itu harga gula merah mulai melonjak atau mengalami kenaikan harga. 
Dan kesempatan inilah yang ditunggu oleh para pedagang gula merah dari 
luar untuk menjual gula mereh yang sudah ditampung otomatis para 
pedagang gula merah dari luar mendapatkan untung yang lebih besar. 
Sementara pedagang lokal mengalami kerugian karena mereka hanya 
mendapat sedikit gula merah yang mereka beli dari pengerajin gula merah 
yang diakibatkan oleh banyaknya pedagang dari luar yang masuk ke Desa 
tugondeng memborong gula merah tersebut. Dan jika dikaitkan dengan 
hukum Islam hukum jual beli itu dihalalkan tapi mengharamkan riba. 
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Karena Sebagian pedagang gula merah dari luar mendapatkan keuntungan 
dua kali lipat dari penjualan gula merah tersebut. 
3. Silaturahmi antara pedagang lokal dan pedagang gula merah dari luar 
terputus akibat perebutan pelanggang yang dilakukan oleh pedagang gula 
merah dari luar. Dan seharusnya pedagang dari luar harus memakai sistem 
persaingan yang sehat agar dapat membangun kerjasama antara sesame 
pedagang gula merah agar tidak ada pihak yang dirugikan  .
32
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 
dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Bentuk persaingan usaha di Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba, 
terdiri dari: 
a. Persaingan usaha dalam bentuk penyediaan modal, 
b. Persaingan usaha dalam bentuk penyediaan barang, 
c. Persaingan usaha dalam bentuk pemasaran. 
2. Persaingan usaha yang terjadi di Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. 
Bulukumba tampaknya bertentangan dengan hukukm Islam karena 
persaingan usaha yang terjadi di Desa Tugondeng mengandung beberapa 
unsur yang Pertama menimbun barang  dan menggunakan sistem monopoli 
juga merupakan suatu perbuatan yang salah sebagaimana dijelaskan dalam 
Rasulullah saw, beliau bersabda, “Tidaklah orang yang menimbun barang 
(menopoli) kecuali orang yang bersalah”. (HR. Muslim). Dan kedua 
mengandung unsur riba, Islam menganggap riba sebagai ekonomi 
kemungkaran yang sangat besar dosanya. Karena tidak sesuai dengan ajaran 
Islam yang menganjurkan tolong menolong. 
3. Implikasi persaingan usaha pedagang gula merah dari luar terhadap pedagang 
lokal di Desa Tugondeng yaitu mengakibatkan kerugian bagi pedagang lokal 
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karena perdagangan gula merah di Desa Tugondeng di kuasai oleh pedagang 
dari luar. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Disarankan kepada pelaku usaha untuk tidak melakukan perebutan 
persaingan usaha yang tidak sehat yang terindikasi dengan perbuatan 
melawan hukum, karena akan berdampak kerugian kepada pelaku usaha 
lainnya dan atau warga masyarakat. .  
2. Pemerintah Kabupaten Bulukumba harus mengambil sikap untuk 
memproteksi baik dari segi ekonomi maupun dari segi emosional kepada 
pedagang dari luar tidak boleh membeli langsung kepada pembuat gula 
merah yang berada di Desa Tugondeng tetapi harus memenuhi beberapa 
tahap yaitu pembuat gula merah menjual gula merahnya kepada pedagang 
lokal kemudian pedagang lokal menjualnya kepada pedagang dari luar.  
3. Diharapkan Pengadilan benar-benar memeriksa, mengadili perkara 
persaingan usaha tidak sehat yang diajukan oleh pelaku usaha yang menderita 
kerugian, umtuk memutus berdasar atas ketentuan baik yang diatur dalam 
undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maupun ketentuan buku III KUHPerdata 
dan rasa keadilan hukum masyarakat.  
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PEDOMAN WAWANCARA 
Daftar pertanyaan penelitian skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan 
Usaha Pedagang Gula Merah dan Implikasinya Bagi Pedagang Lokal di Desa 
Tugondeng Ke. Herlang Kab. Bulukumba”  
Narasumber :  Pedagang Lokal  
Masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu : 
1. Bagaimana Bentuk Persaingan Usaha Di Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. 
Bulukumba? 
2. Bagaimana Bentuk Persaingan Usaha Pedagang Gula Merah Ditinjau Dari 
Sudut Hukum Islam?   
3. Bagaimana Implikasi Persaingan Usaha Pedagang Gula Merah Dari Luar 
Terhadap Pedagang Lokal? 
Daftar Pertanyaan : 
1. Apakah yang menyebabkan sehingga terjadinya persaingan usaha gula merah 
yang tidak sehat antara pedagang lokal dan pedagang luar? 
Jawab: Permasalah tentang perebutan pelanggang yang dilakukan oleh pedagang 
gula merah dari luar yang masuk ke Desa Tugondeng mengambil pelanggang 
pedagang lokal ini adalah persoalan yang selalu dikeluhkan oleh pedagang lokal,    
cara untuk menghadapi pedagang dari luar tersebut para pedagang lokal langsung 
memberitahukan kepada pedagang dari luar bahwa dia sudah menyimpan duluan 
uang kepada pengerajin gula merah tersebut. Pedagang lokal langsung mengatakan 
anda boleh mengambil pelanggang saya tapi anda harus mengembalikan uang yang 
sudah saya simpan pada pengerajin gula merah tersebut. 
Nama  : Abd. Haris 
Umur  : 35 Thn 
Pekerjaan : Pedagang gula merah 
Alamat :Desa Tugondeng 
Pukul  : 07.30 (11 Oktober 2018) 
2. Bagaimanakah sikap pedagang lokal terhadap pedagang gula merah dari luar 
yang mengambil pelangganya? 
Jawab: silaturahmi antara pedagang lokal dan pedagang gula merah dari luar 
sudah tidak terjalin dengan baik karena adanya perebutan pelanggang yang 
dilakukan oleh pedagang dari luar. 
Nama  : Rospida  
Umur  : 40 Thn  
Pekerjaan : Pedagang gula merah  
Alamat :Desa Tugondeng  
Pukul  : 07.30 (9 Oktober 2018) 
3. Bagaimanakah Bentuk Persaingan Usaha Gula Merah di Desa Tugondeng? 
Jawab: Bentuk persaingan usaha yang terjadi di Desa Tugondeng Kec. Herlang 
Kab. Bulukumba ada 3 macam yaitu:  
1) Persaingan usaha dalam bentuk penyediaan modal, adalah suatu bentuk 
usaha yang dilakukan oleh pedagang gula merah dilihat dari banyak atau 
sedikitnya modal yang mereka gunakan pada saat memulai usahanya. 
Persaingan usaha dalam bentuk penyediaan modal dapat dilihat dari dua 
aspek yaitu pedagang yang memiliki modal yang banyak pasti penyediaan 
barang dan pelanggangnya juga banyak sedangkan yang memiliki modal 
yang lumayan otomatis penyediaan barang dan pelanggangnya juga sedikit.  
2) Persaingan usaha dalam bentuk penyediaan barang adalah seorang 
pedagang yang yang memiliki target penghasilan perbulan serta 
memaksakan para pedagang untuk mencapai target tersebut karena adanya  
utang yang harus dibayarkan oleh pedagang maka untuk mencapai target 
yang telah ditentukan perbulannya maka para pedagang bermain harga dan 
untuk memperoleh barang yang banyak kemudian menjualnya agar dapat 
mecapai target yang telah ditetapkan oleh pedagang tersebut. 
3) Persaingan usaha dalam bentuk pemasaran adalah suatu bentuk persaingan 
yang dilakukan oleh pedagang dengan cara memasarkan barang 
dagangannya di luar daerah seperti daerah seperti Bantaeng, Makassar, 
Polman, Soppeng  dan sebagainya. 
Nama  : Abd. Haris 
Umur  : 35 Thn  
Pekerjaan : Pedagang gula merah  
Alamat : Desa Tugondeng  
Pukul  : 07.30 (11 Oktober 2018).      
4. Bagaimanakah Dampak/Implikasi Persaingan Usaha Pedagang Gula Merah 
Bagi Pedagang Lokal? 
Jawab:  
1) Adanya ketimpangan antara pedagang lokal dengan pedagang gula merah 
dari luar yang merugikan pedagang lokal yang ada di Desa Tugondeng 
salah satunya dari modal usaha yang dimiliki pedagang gula merah dari luar 
relatif lebih besar dibandingkan pedagang lokal. Para pedagang gula merah 
dari luar membeli gula merah para pengarajin gula merah dengan harga 
yang lebih tinggi dengan sistem mereka menyimpan uang terlebih dahulu 
kepada pengerajin gula merah tersebut. Dengan begitu pengerajin gula 
merah lebih cenderung tertarik menjual gula merahnya kepada pedagang 
gula merah dari luar dibandingkan kepada pedagang lokal. Jadi pedagang 
lokal kesulitan untuk mendapatkan gula merah dan mereka harus bersaing 
menaikkan harga gula merah sama dengan harga pembelian yang 
ditawarkan oleh pedagang gula merah dari luar. Pedagang lokal mau tidak 
mau harus mengikuti cara pedagang gula merah dari luar dengan 
menyimpan terlebih dahulu uang tapi mereka belum mendapatkan ba 
barang nanti setelah pengerajin sudah menyediakan gula merah baru gula 
merah tersebut diambil oleh pedagang agar usaha pedagang lokal bisa 
berputar karena kalau tidak seperti itu mereka tidak akan mendapatkan atau 
membeli gula merah karena para pengerajin gula merah lebih suka menjual 
gula merahnya kepada pedagang gula merah dari luar.  
2) Para pedagang gula merah dari luar melakukan penampungan barang 
karena memiliki modal yang cukup banyak maka mereka leluasa membeli 
gula merah apalagi pada saat harga gula merah mengalami penurunan harga 
maka mereka punya potensi untuk memancing harga itu dan mendapatkan 
hasil yang maksimal dan pada saat harga turun para pedagang dari luar 
membeli gula merah tersebut memborong Gula merah yang berada di Desa 
Tugondeng. Setelah, menargetkan bahwa harga tidak akan turun lagi 
dibawah standar pembeliannya pada saat itu otomatis pedagang dari luar 
tidak akan mengalami kerugian. Ketika produksi gula merah menurun maka 
banyak terjadi permintaan barang dari luar jadi pada saat itu harga gula 
merah mulai melonjak atau mengalami kenaikan harga. Dan kesempatan 
inilah yang ditunggu oleh para pedagang gula merah dari luar untuk 
menjual gula mereh yang sudah ditampung otomatis para pedagang gula 
merah dari luar mendapatkan untung yang lebih besar. Sementara pedagang 
lokal mengalami kerugian karena mereka hanya mendapat sedikit gula 
merah yang mereka beli dari pengerajin gula merah yang diakibatkan oleh 
banyaknya pedagang dari luar yang masuk ke Desa tugondeng memborong 
gula merah tersebut. Dan jika dikaitkan dengan hukum Islam hukum jual 
beli itu dihalalkan tapi mengharamkan riba. Karena Sebagian pedagang 
gula merah dari luar mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari penjualan 
gula merah tersebut. 
3) Silaturahmi antara pedagang lokal dan pedagang gula merah dari luar 
terputus akibat perebutan pelanggang yang dilakukan oleh pedagang gula 
merah dari luar. Dan seharusnya pedagang dari luar harus memakai sistem 
persaingan yang sehat agar dapat membangun kerjasama antara sesame 
pedagang gula merah agar tidak ada pihak yang dirugikan 
Nama  : Muh. Sain  
Umur  : 47 Thn  
Pekerjaan : Pedagang gula merah  
Alamat :Desa Tugondeng  
Pukul  : 04.30 (10 Oktober 2018) 
5. Apakah yang menyebabkan sehingga pada pembuat gula merah lebih memilih 
memberikan gula merahnya kepada pedagang gula merah dari luar? 
Jawab: Penyebabnya yaitu karena pedagang gula merah dari luar menawarkan 
harga gula merah kepada pembuat gula merah dengan harga yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan harga yang dipasang para pedagang lokal itulah yang 
menyebabkan sehinnga para pembuat gula merah lebih memilih menjual gula 
merah mereka kepada pedagang gula merah dari luar. 
Nama  : Abd. Salam  
Umur  : 45 Thn  
Pekerjaan : Pedagang gula merah  
Alamat :Desa Tugondeng  
Pukul  : 19.10 (10 Oktober 2018) 
6. Bagaimana pendapat Anda sebagai pedagang lokal melihat persaingan usaha 
gula merah yang terjadi di Desa Tugondeng jika dikaitkan dengan hukum 
Islam? 
Jawab:  
Kalau ini mau dikaitkan dengan hukum Islam hukum jual beli itu halal tapi 
mengharamkan riba. Menurut saudara Abd Haris usaha gula metah terkadang juga 
ada dalam konsep Islam terjadi riba atau persaingan usaha yang tidak sehat. Alasan 
dikatakan riba yaitu contoh: Seorang petani sebelum menjadi pengerajin gula 
merah pasti memerlukan modal  makanya pengerajin datang maminjam uang 
kepada pedagang lokal tetapi tdk mengikat aturan kalau harga akan tetap seperti itu 
karena suatu hari pasti akan berubah2 usahanya sudah berjalan dia akan 
memberikan hasil usahanya kepada pedagang lokal tersebut.  
Sebagian pedagang gula merah keuntungannya itu samapai 5000 perkilo 
otomatis ada unsur riba didalamnya  karena keuntungan yang didapat terlalu 
banyak atau dua kali lipat. Dan banyak juga para pedagang yang melakukan 
penampungan barang dan pedagang gula merah dari luar yang memiliki modal 
yang cukup banyak pada saat harga gula merah turun maka yang punya modal 
banyak itu punya potensi untuk memancing harga itu dan mendapatkan hasil yang 
maksimal dan pada saat harga turun para pedagang dari luar membeli gula merah 
tersebut setelah iya menargetkan bahwa harga tidak akan turun lagi dibawah 
standar pembeliannya pada saat itu otomatis pedagang dari luar tidak akan 
mengalami kerugian lagi. Ketika harga gula merah mulai melonjak atau mengalami 
kenaikan harga dan produksi gula merah menurun maka banyak terjadi permintaan 
barang dari luar.  
Nama  : Abd. Haris 
Umur  : 35 Thn 
Pekerjaan : Pedagang gula merah 
Alamat : Desa Tugondeng 
Pukul  : 07.30 (11 Oktober 2018) 
 
